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PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, tercapai persamaan  persepsi, serta
terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana,;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
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Mengingat

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
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Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
894);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggu-
langan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 971);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan acuan pengelolaan
keuangan pada Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
yang melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana, baik
pada tahap prabencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana,
keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN

BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN

BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN
BENCANA

BABV : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN
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Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2014
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Negara yang diamanatkan dalam Undang-
Undang harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang
diwujudkan dalam APBN dan APBD.

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
Negara yang mengacu pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil,
profesionalitas, proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi
pengelolaan anggaran yang telah diatur dengan peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan
pelaksanaannya.

Bahwa dalam melaksanakan anggaran tersebut terdapat hal-hal
yang perlu menjadi pertimbangan antara lain adanya kebijakan
pemerintah mengenai peraturan pengelolaan anggaran yang dinamis
serta selalu dilakukan penyempurnaan sehingga terdapat pemahaman
yang berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta
terbatasnya jumlah staf dan masih kurangnya pemahaman peraturan.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, dan/atau program
kegiatan unit-unit kerja di lingkungan kerja BNPB.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang mendapatkan
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otoritas sebagai Pengguna Anggaran memandang perlu untuk
melakukan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang akan dipergunakan oleh Pengelola Keuangan di
lingkungan BNPB.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud:

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan di lingkungan BNPB dimaksudkan sebagai acuan
pengelolaan keuangan pada Satker BNPB yang melaksanakan program
dan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana,
dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, keadaan darurat
bencana, dan pascabencana.

Tujuan:

1. Tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan anggaran di
lingkungan BNPB.

2. Terwujudnya kelancaran administrasi yang baik dan benar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan negara.

3. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan DIPA BNPB sebagai
bagian dari APBN.

4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan DIPA
BNPB.

S.Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.

6. Terwujudnya peningkatan kualitas Laporan Keuangan BNPB.
C. Ruang Lingkup

Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara di lingkungan BNPB ini digunakan sebagai
pedoman umum pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA
Satker BNPB, baik yang berasal dari Bagian Anggaran 103, maupun
yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Dengan demikian peraturan ini berlaku sebagai petunjuk
pelaksanaan anggaran BNPB baik selaku satuan kerja administrasi
maupun sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan penanggulangan bencana.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara Kementeriaan Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
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Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementeriaan Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
19/PB/2012 tentang Tatacara Pembayaran dan Pengembalian
Uang Muka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap;dan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.

E. Pengertian

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga
Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/
lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
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pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan wuang untuk
keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/satker kementerian negara/lembaga.

Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara
Umum Negara.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa
BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam
wilayah kerja yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi
lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah
daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara
dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian
negara/lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP
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adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan
tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS
adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,
surat keputusan, surat tugas atau surat perintah lainnya melalui
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian
negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah subsistem dari SAI yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi
untuk penyusunan neraca, realisasi anggaran, dan laporan
keuangan serta laporan manajerial sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI
yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan
untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan
informasi untuk penyusunsn neraca dan laporan BMN serta laporan
manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit
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organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional
yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi
pagu UP yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali
pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil
yang selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi
pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana
yang bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
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40.

41.

42.

43.

44,

45

46.

47.

48.
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Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan UP.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan TUP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan
untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang
membebani DIPA.

Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah Surat Perintah yang diterbitkan
oleh PPK berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk melakukan pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan
SPM.

.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut

SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh
PPK atas nama PA/KPA terhadap transaksi belanja sampai dengan
jumlah tertentu.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya
disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa
segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat
mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab
sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan
dimaksud.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi
dan subfungsi, program, kegiatan output, bagian anggaran/unit
organisasi eselon I/satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan
disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan,
pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban, dan laporan
keuangan pemerintah pusat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP

adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari pajak.
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49.

50.

S1.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke
rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada
pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang
dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan
pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat
pada gaji.

Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
adalah bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diterima
langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan
termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah
bidang pendidikan dan keagamaan.

Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan
Pemerintah  kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan
penanganan untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Dana Siap Pakai (on call adalah dana yang selalu tersedia dan
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan
darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat
berakhir.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan  kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh
dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pascabencana.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
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rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

59. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN
. Struktur Pengelola Anggaran pada Satker BNPB

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menguasai Bagian Anggaran (BA 103) dan
BA 999.08 (sebatas yang dikuasakan) mempunyai kewenangan atas
penggunaan anggaran di lingkungan BNPB.

BNPB memiliki satu KPA, satu Bendahara Pengeluaran, beberapa
PPK/BPP pada setiap unit kerja setingkat eselon II ditetapkan satu
PPK/BPP. Untuk unit eselon II (Biro Perencanaan) memiliki 2 BPP,
yaitu BPP Unsur Pengarah dan BPP Biro Perencanaan, serta unit eselon
II (Biro Umum) memiliki 2 BPP, yaitu BPP Unsur Pimpinan dan BPP
Biro Umum.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi tahap prabencana, keadaan darurat bencana,
dan pascabencana dalam hal BNPB melibatkan BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Negara/Lembaga lainnya KPA
dapat menunjuk PPK dan BPP sesuai dengan kebutuhan.

Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran menetapkan
Pegawai/Pejabat di lingkungan BNPB yang ditunjuk sebagai pengelola
anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan
DIPA BNPB.

Adapun Pengelola Anggaran yang ditunjuk meliputi:
1. Kuasa Pengguna Anggaran;

2. Bendahara Pengeluaran;

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

4. Bendahara Dana Masyarakat.

Untuk selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat
pengelola anggaran lainnya yang meliputi:

1. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Pejabat Penandatangan SPM;
3. Pembantu Pejabat Penandatangan SPM;
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4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
5. Petugas Pengelola Keuangan (Pembatu Administrasi PPK); dan

6. Petugas Pengelola Keuangan (Pembantu Administrasi PPK sebagai
verifikator di unit kerja).

Bagan Struktur Pengelola Anggaran di lingkungan BNPB adalah
sebagaimana terlampir (Lampiran I).

B. Uraian Tugas Pengelola Anggaran pada Satker BNPB

Uraian tugas masing-masing pejabat pengelola anggaran adalah
sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang:
a) Menetapkan KPA/Kepala Satker;

b) Menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kewenangan ini dapat
didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker dengan Surat
Keputusan;

c) Menetapkan Unit Kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit
Pelayanan Pengadaan (ULP), dan mengangkat Pejabat-pejabatnya;

d) Apabila Unit Pelayanan Pengadaan belum dibentuk, PA
mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

e) Mengangkat Pejabat Pengadaan;
f) Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa;

g) Menyusun dan Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Kerja Tahunan;

h) Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Anggaran;
i) Menyusun DIPA;
j) Mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA;
k) Menetapkan Petunjuk Operasional.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang:

a) Menetapkan PPK  untuk melakukan tindakan  yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

b) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
menertibkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengelola anggaran keuangan;

d) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;

e) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan
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kegiatan dan penarikan dana;

f) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

g) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h) Dalam 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK
dan 1 (satu) PPSPM,;

i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
berada dalam penguasaannya kepada PA;

j) Pelaksanaan tanggung jawab KPA dilakukan dalam bentuk:

1) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;

2) Merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah;

3) Menyusun sistem pengawasan pengendalian agar proses
penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

4

-

Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out put) yang
ditetapkan dalam DIPA;

Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan
perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran
atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang
ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;

5

-

6) Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN
sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
dan

7

-~

Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyusunan laporan keuangan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran belanja negara dengan
mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA;

b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
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penarikan dana berdasarkan DIPA yang dilakukan dengan:

a)Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk
rencana penarikan dananya;

b)Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar
pembuatan SPP-UP/TUP; dan

c) Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3) Membuat, menandatangani, dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

4) Melaksanakan kegiatan swakelola;

5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak
yang dilakukannya;

6) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara, yang dilakukan dengan:

a) Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti
mengenai hak tagih kepada negara dengan menguji:

0 kelengkapan dokumen tagihan,;
0 kebenaran perhitungan tagihan;

0 kebenaran data pihak yang berhak menerima
pembayaran atas beban APBN;

0 kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak
dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa;

0 kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

0 kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara; dan

0 ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

b)Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat
keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan
pembayaran belanja pegawai.
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8) Membuat dan menandatangani SPP;

9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA,
berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan, penyelesaian
kegiatan dan penyelesaian tagihan kepada negara serta laporan
bulanan yang terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada
KPA dengan isi laporan paling kurang memuat:

a) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah
ditandatangani;

b)tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia
barang/jasa;

c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan
d)jangka waktu penyelesaian tagihan.

10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi:

a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepada negara;

c) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan
berdasarkan kegiatan,;

d) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan
kepada negara; dan

e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada penyedia barang/jasa untuk:

0 mobilisasi alat dan tenaga kerja;

0 pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok
barang/material; dan/atau

0 persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
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4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut:

a. Menguji ulang (review) kebenaran SPP yang diajukan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen beserta dokumen pendukung yang meliputi:
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP.

2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan
PPK.

3) kebenaran pengisian format SPP.

4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana
Kerja Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara
pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya.

5) ketersediaan pagu sesuai dengan BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker.

6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
dan

11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak.

b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persayaratan untuk dibayarkan,;

c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;

d. Menerbitkan SPM dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan
sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;

2) menandatangani SPM; dan

3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM
sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
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e. Menyimpan dan menjaga kelengkapan dan keutuhan seluruh
dokumen hak tagih;

f. Melaporkan pelaksanaan perintah pembayaran kepada KPA
pelaksanaan tugas dan wewenangnya paling sedikit memuat
informasi jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan
dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM;

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan perintah pembayaran.

h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPSPM
bertanggung jawab atas ketepatan jangka waktu penerbitan dan
penyampaian SPM kepada KPPN; dan

i. PPSPM ikut bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran
yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya.

. Pembantu Pejabat Penandatangan SPM memiliki tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang
meliputi:
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP;

2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan
PPK;

3) kebenaran pengisian format SPP;
4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana
Kerja Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara

pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya;

5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;

6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
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negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
dan

11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak.

b. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengujian tagihan; dan

c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Penguji
Tagihan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran
yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya.

6. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang:

a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas
uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang
meliputi:

1) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS
melalui Bendahara Pengeluaran; dan

2) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan
berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

b. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran yang
meliputi:

1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
PPK;

3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persayaratan untuk dibayarkan;

4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya;

5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;

6) mengelola rekening tempat penyimpanan dana APBN yang
menjadi tanggung jawabnya;

7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala KPPN selaku Kuasan BUN; dan

8) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait.

c. Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran
dilaksanakan setelah dilakukan pengujian yang meliputi:
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1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh PPK;

2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi:

pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;

nilai tagihan yang harus dibayar;

jadwal waktu pembayaran; dan
e menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
3

pemeriksaan  kesesuaian pencapaian keluaran antara
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan
barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
dokumen pembayaran;

4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata
anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh BP/BPP merupakan
uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau pihak
lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.
b.

C.

Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
Rincian kebutuhan dana; dan

Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan

wewenang:

a. Menerima dan menyimpan UP;

b. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;

c. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya
bersumber dari UP;

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP
berdasarkan perintah PPK;

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara
ke kas negara;

h. Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang
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berasal dari UP:
i. Menyusun pertanggungjawaban dana APBN yang dikelolanya; dan
j. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
memiliki tugas dan wewenang:

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah pembantu Kuasa
Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaaan administrasi belanja pegawai pada
Satker BNPB, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Tugas PPAPB, yaitu:

a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik
(menggunakan sistem aplikasi gaji PNS pusat/GPP) yang
berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan;

b. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat
keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya
dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan
secara tertib dan teratur;

c. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka
Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji
(Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi
dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai
lainnya;

d. Memproses SKPP;

e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat
Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;

f. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai
beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada
PPK;

g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui
Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan
untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai
Perorangan yang diterima oleh KPPN; dan

h. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan
penggunaan anggaran belanja pegawai.

9. Bendahara Dana Masyarakat memiliki tugas dan wewenang:

Tugas Bendahara Dana Masyarakat adalah melaksanakan tugas
kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya,
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meliputi:

a. Menerima dan menyimpan dana masyarakat;

b. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana masyarakat;

c. Melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari
dana masyarakat;

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari dana
masyarakat berdasarkan SPby yang ditandatangani oleh PPK;

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara
ke kas negara;

h. Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang

berasal dari dana masyarakat; dan

Menyusun  pertanggungjawaban dana masyarakat yang
disampaikan kepada KPA.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dana
Masyarakat merupakan uang muka kerja kepada penanggung jawab
kegiatan atau pihak lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:

a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;

b. Rincian kebutuhan dana; dan

c. Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

10. Petugas Pengelola Keuangan (Pengelola Administrasi PPK)
memiliki tugas dan wewenang:

1) Pengelola Keuangan, Pembantu PPK sebagai Pengelola

Administrasi PPK bertugas:
a. Membantu tugas rutin PPK;
b. Membantu mengelola administrasi kegiatan PPK;

c. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) sesuai dengan aplikasi;

d. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

e. Menyimpan dan menginput (data entry) Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran (DRPP);
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f.

g.

Mendapatkan fotocopy SPM dan SP2D dari Biro Keuangan,;

Melaksanakan penyimpanan arsip keuangan, termasuk copy
arsip SPTB dan SPP serta berkas lainnya yang disampaikan ke
Biro Keuangan;

. Membantu PPK dalam meneliti Laporan Kewajiban Perpajakan

dan Penyetoran Lainnya yang berkaitan dengan SSBP dan
SSPB untuk Semester I dan Semester II yang disiapkan oleh
BPP; dan

Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah PPK untuk
pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit
kerja.

2) Pengelola Keuangan Pembantu PPK sebagai Verifikator di unit
kerja bertugas:

a.

b.

Membantu tugas rutin PPK dalam meneliti pengelolaan
administrasi Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Melaksanakan  verifikasi pertanggungjawaban keuangan
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Mengerjakan Kartu Pengawasan Anggaran yang sekaligus
berfungsi sebagai alat monitoring anggaran;

. Membuat laporan realisasi anggaran secara berkala; dan

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah PPK dan BPP

untuk pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas
keuangan unit kerja.

C. Kompetensi yang harus dimiliki Pejabat Pengelola Anggaran

Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran, pegawai
yang bersangkutan diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara
lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

Memiliki integritas;

Memiliki disiplin tinggi;

Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manejerial
untuk melaksanakan tugas;

. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;

. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
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g.
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Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

2. Untuk diangkat menjadi Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

o

Memiliki integritas;

. Memiliki disiplin tinggi;
. Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan;
. Memahami sistim aplikasi SPM;

. Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN;

Tidak menjabat sebagai PPK atau Bendahara; dan

. Menandatangani Pakta Integritas.

3. Untuk diangkat menjadi BP/BPP diharapkan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

b
c.
d

o

i.

j-

Memiliki integritas;

. Memiliki disiplin tinggi;

Diutamakan telah mengikuti diklat bendahara;

. Memiliki sertifikat bendahara yang dikeluarkan oleh Menteri

Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk;

. Memahami administrasi keuangan, dan menyukai angka-angka;

Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN;

. Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan

kegiatan,;

. Tidak menduduki jabatan strukturural dan tidak menjabat

sebagai PPSPM dan PPK;
Tidak cacat hukum; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

4. Untuk diangkat menjadi Petugas Pengelola Administrasi PPK yang
bertugas mengelola administrasi kegiatan PPK dan bertugas sebagai
verifikator di unit kerja diharapkan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

b
c.
d

Memiliki integritas;

. Memiliki disiplin tinggi;

Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan;

. Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan

kegiatan,;
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e. Tidak cacat hukum; dan
f. Menandatangani Pakta Integritas.

Setiap pejabat pengelola anggaran sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung
jawabnya berdasarkan Peraturan Kepala BNPB ini harus juga menaati
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan
negara, perbendaharaan Negara, dan peraturan terkait lainnya.

Para pejabat pengelola anggaran dilarang melakukan tindakan
yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam DIPA. Pengelola anggaran juga dilarang memberikan
ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila
penawaran ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
dinyatakan gagal.

Para pejabat pengelola anggaran yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti pengeluaran atas
beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat
yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.

Selanjutnya larangan bagi Pemegang Uang Muka/Persekot Kerja
antara lain adalah tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna uang muka
tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN
A. Asas dan Prinsip Pengelolaan APBN

Dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB agar dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
asas-asas serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Adapun asas pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a. Akuntanbilitas berorientasi pada hasil;
Profesionalitas;
b. Proporsionalitas;
c. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara; dan

d. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri.
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Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis
yang disyaratkan;

b. Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegiatan, sesuai fungsi setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

d. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan
atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
dan

e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara
merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.

. Sumber-sumber Pendanaan

Dana-dana yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik
untuk kegiatan rutin satker maupun kegiatan penanggulangan
bencana berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. DIPA BNPB Bagian Anggaran 103 (APBN Murni, Hibah Dalam Negeri
dan Hibah Luar Negeri);

2. DIPA BNPB Bagian Anggaran 999; dan
3. Dana-dana Masyarakat.

Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal
dari hibah telah diatur dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 16
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di
lingkungan BNPB. Ketentuan lebih lanjut tentang Hibah mengikuti
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan ketentuan
lainnya beserta peraturan pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan dana-dana masyarakat adalah sumbangan
yang berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi
masyarakat dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara-negara
sahabat yang diterima langsung pada saat terjadinya bencana.

. Proses Pencairan Anggaran

Mekanisme Pencairan Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA
dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA yang telah disahkan, Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan para pejabat pengelola
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B.

2. Pengguna Anggaran membentuk Unit Layanan Pengadaan dan
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menetapkan para pejabat yang diberikan kewenangan untuk
melakukan proses pengadaan barang dan jasa, dan penerima
barang/pekerjaan sesuai struktur organisasi pengadaan
barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012.

. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Penanda-tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu membuat spesimen tanda tangan yang
selanjutnya disampaikan kepada KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta
I, sesuai dengan pembagian kerja masing-masing.

Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu juga mengisi kartu pengawasan kredit yang disediakan.

. PPK, BP, dan BPP mengisi dan menandatangani kartu spesimen

tanda tangan pada Bank untuk keperluan pengawasan pencairan
dana dari rekening Bank yang bersangkutan.

. Pembukaan rekening pada bank pemerintah harus mendapat

persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q. Kepala KPPN Jakarta
terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Jenis-jenis Permintaan Pembayaran

Sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku atas beban

APBN, terdapat 4 (empat) jenis Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
yaitu:

1.

SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan).

PPK mengajukan SPP-UP ke pejabat penguji dan perintah
pembayaran pada awal tahun anggaran setelah DIPA/SKPA yang
bersangkutan bendahara mengajukan SPP-UP dengan disertai surat
pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa UP tersebut
tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dengan LS.

. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang

Persediaan)

SPP-TUP diajukan oleh bendahara untuk pengeluaran yang relatif
besar tetapi tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
(SPM-LS).

. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Pengganti Uang

Persediaan).

SPP-GUP dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (UP)
digunakan seluruhnya atau minimal 50% dari dana tersebut.
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4. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung).

Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga
dalam rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja
pegawai lainnya.

E. Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
1. SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan)

Bendahara Pengeluaran pada awal tahun anggaran mengajukan
permintaan Uang Persediaan (UP) untuk keperluan membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran
yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS,
mengikuti syarat-syarat yang berlaku umum.

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) diatur sebagai berikut:

a. Jenis belanja/biaya yang dimintakan uang persediaan dapat
diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang,
belanja modal, dan belanja lain-lain;

b. Uang Persediaan dapat diberikan paling banyak:

1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas
Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

2

-

3

-

4

—

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Dalam hal tertentu, diperlukan UP yang melebihi ketentuan di
atas, KPA dapat mengajukan dispensasi kepada Kepala Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta
dapat memberikan persetujuan UP dengan mempertimbangkan:

a) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

b) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan
melampaui besaran UP.
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Berdasarkan SPM-UP, KPPN memproses pencairan dana dengan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke
rekening BP.

Uang Persedian (UP) yang diterima dari KPPN dialokasikan
kepada masing-masing BPP yang ada di setiap unit eselon II BNPB
secara proposional dengan kegiatan dalam petunjuk operasional
yang telah ditetapkan, sebagai uang muka/persekot di unit kerja
masing-masing. Untuk itu, KPA perlu menetapkan alokasi UP
kepada masing-masing BPP.

2. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan).

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat
ditunda, PPK di lingkungan Unit Kerja masing-masing dapat
mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Pengajuan TUP dimaksud harus sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing Unit Kerja serta diprioritaskan untuk kegiatan yang
akan segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan
schedule pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi.

Selanjutnya, untuk menghindari stagnasi arus keuangan (cash
flow), maka kegiatan hendaklah direncanakan dan dijadwalkan
secara cermat, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang
dapat mengakibatkan penumpukan kegiatan pada periode waktu
tertentu.

Oleh karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan/dijadwalkan
agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan Bagian Verifikasi dan
Akuntasi Biro Keuangan untuk menghindari penugasan ganda
kepada seorang pegawai/pejabat sebagai pelaksana kegiatan
(tumpang tindih/berbenturan).

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP adalah
sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (sesuai dengan Lampiran 2);

b.Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), (sesuai dengan
Lampiran 3);

c. Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4);

d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang

harus dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan
format Lampiran 5).
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e. Apabila dana TUP tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening
kas Negara.

f. Lampiran Rekening Koran.

Biro Keuangan melakukan telaahan (verifikasi) Pengajuan TUP yang
diajukan oleh PPK, kemudian dilakukan kompilasi dengan permintaan
TUP yang diterima dari PPK-PPK Unit Kerja lainnya (sesuai dengan
format Lampiran 6).

Kegiatan Satuan Kerja yang menggunakan dana TUP harus segera
dilaksanakan, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
mulai tanggal SP2D diterbitkan telah dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus
segera diajukan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu 15 - 20
hari kalender dalam bentuk SPP berikut lampiran-lampirannya.

Selanjutnya, TUP yang telah dipertanggungjawabkan dapat
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan TUP baru
untuk membiayai kegiatan berikutnya.

SPP TUP Bantuan Sosial kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BPBD.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP Bantuan
Sosial adalah sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (sesuai dengan Lampiran 2).

b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (sesuai dengan Lampiran
3).

c. Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4).

d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang

harus dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan
Lampiran 5).

e. Surat Keputusan
Kemeterian/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota tentang
Pemberian Bantuan.

f. MOU antara BNPB dengan
Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota (sesuai

dengan Lampiran 7).

. Berita Acara Pembayaran (sesuai dengan Lampiran 8).

oQ

h. Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9).
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i

Rekening Koran.

3. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan)
SPP-GUP Isi

a.
b.

PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.

Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagai berikut:

1) Daftar rincian permintaan pembayaran.

2) Bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian beserta
faktur pajak dan SSP serta nota/bukti penerimaan
barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.

3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

Perjanjian/kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk
nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan
benar.

SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal

a.

PPK menerbitkan SPP GUP Nihil merupakan pengesahan/
pertanggungjawaban UP untuk pembayaran yang telah
dipertanggungjawabkan;

. Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal

sama dengan besaran UP yang diberikan,;

Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir
tahun anggaran;

. UP tidak diperlukan lagi;

e. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti

halnya SPP-GUP Isi.

4. SPP-LS ( Surat Permintaan Pembayaran Langsung) terdiri dari:
SPP-LS nonbelanja pegawai, SPP-LS Belanja Pegawai, dan SPP-LS
Belanja Perjalanan Dinas.

SPP-LS Non Belanja Pegawai

a.

Pembayaran pengadaan barang dan jasa:
1) Kontrak / SPK yang mencantumkan Nomor rekening rekanan.

2) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan.
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3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5) Berita Acara Pembayaran.

6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9)

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

8) Jaminan Bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan nonbank.

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak
yang dana sebagian atau seluruhnya bersumber dari
pinjaman/hibah luar negeri.

10) Ringkasan kontrak (sebagaimana Lampiran 10).

Berita acara pada butir 3), butir 4), dan butir 5) di atas dibuat
sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan
kepada:

1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM.

2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang
membuat kontrak.

3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan
pekerjaan.

. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan jasa (listrik, telepon, dan
air):
a) Bukti tagihan daya dan jasa.

b) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT TELKOM, PDAM,
dl).

Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat
dilakukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan
dapat melakukan pembayaran dengan UP.

Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya
dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah ada revisi halaman IV
DIPA terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN.

. Pembayaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan
Pihak Lainnya:

1) Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang
Pemberian Bantuan.

2) MOU antara BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
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3) Berita Acara Pembayaran.

4) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9).

5) Daftar Nominatif yang mencantumkan nama dan nomor
rekening kelompok masyarakat serta jumlah bantuan yang
diterima.

6) Dokumen lain yang dipersyaratkan.
SPP-LS Belanja Pegawai

SPP-LS Belanja Pegawai untuk Pembayaran gaji, lembur, dan
honor/vakasi:

Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka
wafat/tewas, dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/
kekurangan gaji/uang duka/wafat/tewas, SK PNS, SK kenaikan
pangkat, SK jabatan, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan
pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat
pernyataan melaksankan tugas, daftar keluarga (KP4), fotokopi surat
nikah, fotokopi akte kelahiran, SKPP, daftar potongan sewa rumah
dinas, surat keterangan masih sekolah/kuliah, surat pindah, surat
kematian, SSP PPh Pasal 21, Nomor Pokok wajib pajak (NPWP),
kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran
perhitungan lembur yang ditandatangani oleh kuasa PA/pejabat
yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran yang bersangkutan, dan
SPP PPh Pasal 21.

SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas

Untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, PPK dapat
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Kementerian Negara/Lembaga;

c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas
dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS harus
memperhatikan  ketentuan  meliputi: kegiatan yang akan
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dilaksanakan sudah pasti baik lokasi, tempat pelaksanaan kegiatan,
waktu dan nama peserta yang terlibat (contoh rapat kerja, diklat,
pelaksanaan audit, monev dan sejenisnya).

SPP-LS perjalanan dinas diajukan dengan lampiran sebagai berikut:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);

c. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; dan
d

. Daftar nominatif pejabat/petugas yang akan melakukan
perjalanan dinas yang berisi antara lain informasi mengenai data
pejabat/petugas/nama,pangkat/golongan, tujuan, tanggal
berangkat, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan
(sesuai dengan Lampiran 11).

Untuk menjadi perhatian bahwa kegiatan rapat, seminar, dan
sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai Kkinerja yang
ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan
harus menghasilkan output berupa transkrip hasil rapat, notulen
rapat dan/atau laporan.

Selanjutnya kebenaran formal dokumen surat bukti yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran lainnya
diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran.

F. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai
berikut:

a.

Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan SPP, mengisi check
list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan
penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP
berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP
dimaksud kepada penerbit SPM.

. Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai

berikut:

1) Memeriksa secara rinci kelengkapan dan kebenaran materil
dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas
pagu anggaran.

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil
kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara
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lain:

a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank).

b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak).

c) Jadwal waktu pembayaran.

5) Memeriksa pencapain tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA
berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan
dalam kontrak.

c. Pembebanan anggaran

Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-
GUP/SPP-LS, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS sesuai dengan
kode BAS yang tercantum pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker, dan memperhatikan pembebanan kode mata anggaran
pengeluaran (akun 6 digit) yang sesuai dengan uraian jenis
pengeluarannya.

Dalam hal Pagu dana yang tersedia dalam DIPA BNPB telah habis,
maka SPP-GUP tersebut diterbitkan SPM-GUP Nihil.

Sehubungan dengan pembiayaan penanggulangan bencana yang
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait apabila
dana TUP yang telah diajukan sebelumnya tidak mencukupi
dimungkinkan untuk mengajukan SPP Penambahan TUP sebelum
TUP yang telah diberikan dipertanggungjawabkan. Untuk itu Pejabat
Penandatangan SPM menerbitkan SPM-PTUP.

SPM-UP / SPM-TUP / SPM-PTUP / SPM-GUP / SPM-GUP Nihil /

SPM-LS diterbitkan dalam rangkap tiga sesuai dengan format

terlampir (Lampiran 12):

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.

2. Lembar ketiga sampai pertinggal pada satker yang bersangkutan.
G. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan BP dan BPP

BP/BPP sebagai wajib pungut dan wajib setor wajib memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban BP/BPP sehubungan dengan
pemungutan dan penyetoran pajak meliputi pemotongan PPh Pasal 21,
Pemungutan PPh Pasal 22, Pemotongan PPh Pasal 23,
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2),
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15, serta Pemungutan Pajak
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Pertambahan Nilai.

BP/BPP wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yang
merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam
melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan/Surat Pemberitahuan Masa.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong
dan/atau dipungut oleh BP/BPP serta tanggal pelaporan/Surat

Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

JENIS PAJAK PENYETORAN PELAPORAN

PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan
berikutnya berikutnya

PPh Pasal 22 Hari yang sama Tanggal 14 bulan

berikutnya

PPh Pasal 23 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan
berikutnya berikutnya

PPh Pasal 4 Ayat 2 | Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan
berikutnya berikutnya

PPh Pasal 15 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan
berikutnya berikutnya

PPN Tanggal 7 bulan | Akhir bulan berikutnya
berikutnya

H. Revisi Anggaran

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja
pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan
disahkan dalam DIPA.

Revisi DIPA yang tercantum dalam Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA)
harus diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan. Sedangkan perubahan rincian anggaran belanja yang tidak
mengakibatkan berubahnya SP DIPA dilakukan oleh Biro Perencanaan
Sekretariat Utama BNPB.

Setiap revisi anggaran baik yang mengubah SP DIPA maupun yang
tidak harus diikuti dengan Revisi POK.

Revisi anggaran terdiri atas:
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a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian
anggaran belanjanya;

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran pagu anggaran tetap;
dan/atau

c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran
dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume pengeluaran pada:
kegiatan, satker, program, kementerian/lembaga dan/atau APBN.

Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran rincian anggaran
pagu anggaran tetap dilakukan dalam hal terjadi perubahan APBN,
penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and
punishment system), Instruksi Presiden tentang penghematan anggaran
dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan
lainnya.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran mengikuti
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Revisi Anggaran.

Revisi POK dilakukan secara internal di lingkungan satuan kerja BNPB
dengan tidak mengubah mata anggaran (MAK) atau jenis belanja
setelah menndapat persetujuan dari KPA.

PPK atau pejabat Eselon II menyampaikan usulan Revisi POK kepada
KPA, c.q. Kepala Biro Perencanaan dengan dilengkapi penjelasan dan
dokumen yang menjadi alasan perlunya dilakukan revisi POK.

Kepala Biro Perencanaan akan menelaah dari sisi substansi maupun
administrasi atas usulan revisi POK tersebut dan menyampaikan hasil
telaahan kepada KPA.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
A. Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Menurut peraturan perundang-undangan, dana penanggulangan
bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah yang berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat.

Untuk itu pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan
APBD masing-masing. Dana penanggulangan bencana dialokasikan
untuk setiap tahapan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap
darurat, dan pascabencana.

Pada tahap prabencana, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan,
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pembangunan sistem peringatan dini, dan kegiatan mitigasi bencana,
pemerintah mengalokasikan Dana Kontijensi Bencana pada DIPA BNPB.

Pada tahap keadaan darurat bencana, yang meliputi kegiatan siaga
darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan,
pemerintah mengalokasikan Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan
pada DIPA BNPB.

Sedangkan pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah mengalokasikan Dana
Bantuan Sosial Berpola Hibah pada DIPA BNPB.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemerintah
provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan pada APBD masing-masing
sejumlah dana untuk penanganan penanggulangan bencana baik yang
bersifat berjaga-jaga (preventif) terlebih-lebih untuk pembiayaan
rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas layanan publik
dan pemerintahan yang rusak/hancur pascabencana.

Mengingat seringnya terjadi bencana yang pada umumnya
membutuhkan pembiayaan melebihi kemampuan fiskal pemerintah,
pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat
dan dunia usaha wuntuk berperan serta dalam penanggulangan
bencana.

. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap
Prabencana

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap prabencana
menggunakan Dana Kontijensi Bencana yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Sepanjang Dana Kontijensi Bencana belum dialokasikan dalam DIPA
BNPB, kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini,
dan kegiatan pengurangan resiko bencana menggunakan dana
kegiatan operasional Satker BNPB.

3. Untuk pembiayaan kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem
peringatan dini, dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang
melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan
Satker Kementerian Negara/Lembaga menggunakan mekanisme
pembayaran langsung (SPM-LS).

4. Pencairan Dana Kontijensi Bencana didasarkan pada Keputusan
Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Kontijensi Bencana,
dan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (SPKO) antara Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BNPB dengan Kepala BPBD Provinsi,
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Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga yang terkait.

. Berdasarkan SPKO dimaksud Kepala BPBD Provinsi,

Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga  yang  terkait mengusulkan
Pejabat/Pegawai untuk diangkat sebagai Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK), Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP), untuk mengelola Dana Kontijensi Bencana.

. Yang diangkat sebagai PJOK adalah Kepala Bidang/Seksi

Kesiapsiagan pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

. Kepala BPBD mengangkat Petugas Pengelola Keuangan yang

membantu PJOK dalam melakukan pengujian tagihan.

. Rekening yang digunakan untuk menampung dana Kontijensi

Bencana dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota pada
Bank Pemerintah setempat atas nama “BPP Dana Kontijensi
Bencana”.

Pencairan Dana Kontijensi Bencana

1.

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi
Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana,
Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi,
dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga mengajukan
permohonan pencairan Dana Kontijensi Bencana sebesar 100% dari
alokasi dana yang ditetapkan Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan melampirkan:

a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO);

b.Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PJOK BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga;

d.Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

Selanjutnya berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana
dimaksud, PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen yang diajukan.
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Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud telah
memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan menyusun SPP-LS kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana, untuk BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan
Tinggi, dan Satker Kementerian Negara/Lembaga.

SPP LS dimaksud selanjutnya disampaikan kepada KPA BNPB
melalui Biro Keuangan dengan dilampiri:

a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO), (Formulir 13);

b. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Formulir 14);

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga (Formulir 15);

e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)/(Formulir 16);

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

Apabila ternyata dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mengembalikan permohonan pencairan dana
kontijensi dimaksud kepada Kepala BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga, untuk dilakukan perbaikan sesuai
dengan ketentuan.

PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diajukan sesuai
dengan ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen,
kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan
PPK, kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS,
dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker.

Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana untuk
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana beserta dokumen
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10.

11.

pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan
menandatangani SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta,
dengan melampirkan:

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi
Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;

b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO);

c. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK pada Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d.Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK pada Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan,;

e. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga (Formulir 15);

f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) (Formulir 16);

g. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

h.Arsip Data Komputer (ADK).

Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS yang diajukan PPK tidak
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk
menerbitkan/menandatangani SPM  yang disertai dengan
pernyataan secara tertulis alasan penolakan.

Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan,
pengujian dan penerbitan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan
Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan
Pengurangan Resiko Bencana disimpan oleh PPSPM untuk menjadi
bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Berdasarkan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan
penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya ke rekening Dana
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana pada bank yang ditunjuk;

Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Untuk Kegiatan
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Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan
Pengurangan Resiko Bencana, mempedomani Peraturan Menteri
Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya;

Penggunaan Dana Kontijensi

1.

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi
Dana untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Kepala
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan
Kepala  Satker  Kementerian  Negara/Lembaga  mengajukan
permohonan pencairan Dana Kontijensi Bencana sebesar 100% dari
alokasi dana yang ditetapkan Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

. Penggunaan Dana Kontijensi Bencana sepenuhnya merupakan

kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala
Satker Kementerian Negara/Lembaga, namun tetap berpedoman
pada Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi,
MoU, dan POK dan RKA yang telah ditetapkan.

. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana untuk Kegiatan

Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan
Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana tercantum dalam POK
dan RKA dilakukan sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor
Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian
Negara/Lembaga menyampaikan usul revisi kepada Kepala BNPB
melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan
penelaahan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau
menyimpang dari rencana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan
Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko
Bencana;

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan,
maka Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan segera
menerbitkan surat persetujuan revisi dan menyampaikannya
kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor
Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

d. Apabila usul revisi tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka
Deputi Bidang Pencegahan dan  Kesiapsiagaan  segera
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memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga untuk dilakukan perbaikan.

4. Revisi penggunaan dana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan
Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana
tersebut, termasuk penggunaan sisa dana kegiatan dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan
yang terdapat dalam dokumen = Kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana.

Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang
pembiayaannya menggunakan Dana Kontijensi dapat dilakukan baik
secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan
yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap
Keadaan Darurat Bencana

Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap ini menggunakan Dana
Siap Pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk Uang Persediaan (UP)
pada BP BNPB.

Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai dengan keadaan
darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan, yaitu terbatas pada pengadaan barang
dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai, dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Dilaksanakan oleh BNPB sendiri; atau

b. Dilaksanakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD/Kementerian
Negara/Lembaga.

Pembiayaan untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang
dilaksanakan  sendiri oleh BNPB, atau yang melibatkan
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga disediakan dalam bentuk UP pada
BP BNPB.

UP Dana Siap Pakai disimpan dalam rekening yang terpisah dari UP
yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin Satker BNPB, dan UP
untuk kegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi.

Tata cara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan sendiri
oleh BNPB diatur sebagai berikut:

a. Untuk keperluan penampungan Dana Siap Pakai yang dilaksanakan
sendiri oleh BNPB, KPA membuka rekening pada Bank Pemerintah
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dengan nama “BP Dana Siap Pakai pada BNPB”;

b. Pembukaan rekening atas nama BP Dana Siap Pakai dimaksud,
mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan
Kerja, antara lain harus mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku
Kuasa BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran
setempat;

c. BP menyampaikan permohonan UP untuk Dana Siap Pakai kepada
PPK sebesar alokasi anggaran dalam DIPA,;

d. Dalam hal terdapat penambahan alokasi dana siap pakai dalam DIPA
karena adanya revisi DIPA atau sebab lainnya, BP dapat mengajukan
penyesuaian besaran UP dimaksud,;

e. PPK meneliti permohonan UP dimaksud dengan melihat alokasi dana
siap pakai pada DIPA bersangkutan;

f. Apabila dari hasil penelitian terhadap permohonan UP Dana Siap
Pakai yang diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK
menerbitkan SPP UP Dana Siap Pakai dan disampaikan kepada
PPSPM dengan dilampiri rincian perhitungan besaran UP;

g. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP UP
Dana Siap Pakai yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain
meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian penandatangan SPP UP
dengan spesimen tandatangan PPK, kebenaran pengisian format SPP
UP, kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada
DIPA/POK/rencana kerja anggaran Satker;

h. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP-UP Dana
Siap Pakai beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan,
PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM-UP untuk
pembiayaan kegiatan darurat bencana, dan menyampaikannya
kepada KPPN dengan disertai ADK SPM-UP berkenaan;

i. Penerbitan SPM-UP dalam rangka pengajuan penyesuaian besaran UP
Dana Siap Pakai, mencantumkan pada kolom pengeluaran bruto
sebesar alokasi baru Dana Siap Pakai setelah penambahan, dan
pada kolom potongan dicantumkan jumlah UP yang telah pernah
diberikan;

j.Dalam hal berkas pengajuan SPP-UP yang diajukan PPK tidak
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk
menerbitkan/menandatangani SPM yang disertai dengan pernyataan
secara tertulis alasan penolakan;

k. Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan pengujian dan
penerbitan SPM-UP Dana Siap Pakai disimpan oleh PPSPM untuk
menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan
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eksternal.

Tatacara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan oleh BNPB
dengan melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga diatur sebagai
berikut:

a.

Dalam rangka mengelola pembiayaan kegiatan dalam keadaan
darurat bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian
Negara/Lembaga, KPA mengangkat pejabat pada BPBD atau
Kementerian Negara/Lembaga sebagai PPK dan BPP atas usul Kepala
BPBD provinsi, kabupaten/kota, atau pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga terkait;

. Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota atau pimpinan Kementerian

Negara/Lembaga terkait atas nama KPA membuka rekening pada
bank pemerintah atas nama “BPP Dana Siap Pakai
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait;

. Pembukaan rekening atas nama BPP Dana Siap Pakai dimaksud,

mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening pemerintah pada kementerian Negara/lembaga/satuan
kerja, antara lain harus mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku
Kuasa BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran
setempat;

. PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan Darurat BNPB

mengajukan kebutuhan UP kepada KPA untuk pembiayaan kegiatan
dalam keadaan darurat bencana yang melibatkan
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, dengan dilampiri
rincian perhitungan hasil assement Tim Reaksi Cepat (TRC) dan
memperhatikan usulan dari Gubernur, Bupati/Walikota yang
wilayahnya terkena bencana;

. Dalam keadaan terdapat potensi bencana di suatu daerah, Deputi

Bidang Penanganan Darurat dapat berinisiatif dan mengusulkan
kepada KPA agar kepada daerah yang telah berada pada kondisi
status siaga darurat dapat diberikan sejumlah Dana Siap Pakai;

f.KPA mengusulkan kepada Kepala BNPB tentang alokasi Dana Siap

Pakai kepada daerah yang wilayahnya terkena bencana, untuk
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPB; dan

Selanjutnya, KPA memerintahkan kepada BP untuk
memindahbukukan sejumlah dana UP dari rekening BP pada BNPB
ke rekening BPP pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga
terkait sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan dalam keadaan darurat
bencana baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait.
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. Dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai oleh
BNPB/BPPD/Kementerian Negara/Lembaga terkait PPK pada
institusi masing-masing melakukan pembuatan komitmen berupa
surat perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan pihak
ketiga untuk kegiatan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi
darurat ke pemulihan, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan
Kepala BNPB tentang Dana Siap Pakai;

. Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka pemberian
bantuan, dan pengeluaran yang bersifat honorarium diwujudkan
dalam bentuk penerbitan surat keputusan otorisasi oleh Kepala
BNPB/Kepala BPBD/Kepala Satuan Kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga untuk kegiatan pada masing-masing institusi;

. Untuk pengeluaran tertentu, karena kondisi kedaruratan tidak dapat
dilakukan dengan perjanjian/kontrak/SPK dengan pihak ketiga,
dapat berbentuk bukti-bukti pembelian/pembayaran yang disahkan
oleh PPK;

. Dalam rangka penyelesaian tagihan atas penggunaan Dana Siap
Pakai baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, PPK wajib
melakukan pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah
untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud, KPA/Kepala
BPBD/Kepala Satker pada Kementerian Negara/Lembaga dapat
mengangkat Petugas Verifikator yang memahami administrasi
Keuangan Negara;

f.Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK

BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPBy) kepada BP/BPP
pada institusi masing-masing dengan melampirkan:

1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.

. BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan
kebenaran perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada SPBy,
dan ketersediaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

h. Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi syarat,

BP/BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP yang
dikelolanya serta melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan
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pajak atas tagihan atas SPBy yang diajukan, dan menyetorkan ke
Kas Negara;

i. Pembayaran UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya untuk satu
penerima/penyedia barang dan/atau jasa. Pembayaran dapat
dilakukan secara tunai atau giral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian
dokumen dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP/BPP
pada institusi masing-masing harus menolak dan mengembalikan
SPBy dimaksud kepada PPK untuk dilengkapi/diperbaiki;

j.BPP pada BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga terkait
menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada BP BNPB;

k. BP BNPB selanjutnya menyampaikan SPBy beserta lampirannya
dimaksud kepada PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan
Darurat BNPB sebagai bahan penyusunan SPP GUP/GUP Nihil;

l.Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP pada
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait merupakan uang
muka kerja, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1) Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran,;
2) Rincian kebutuhan dana; dan
3) Surat pernyataan batas waktu = pertanggungjawaban

penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja
(pelaksana kegiatan).

m. Pelaksana kegiatan selaku penerima uang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas
waktu yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau selambat-
lambatnya lima hari kerja sejak diterima uang muka, berupa:

1) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

2) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK serta
faktur pajak dan SSP; dan

3) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.

n. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

o. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BP/BPP menggabungkan
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah
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dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:

1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa wuang muka yang
ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang
diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan.

2) Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka
yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan.

p. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis
agar Pelaksana  Kegiatan/penerima uang muka  segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. Tembusan
permintaan  tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait;

q. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, serta pengujian
dan  penelitian SPBy dan lampirannya oleh  BP/BPP
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait mempedomani
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan lainnya.

Selanjutnya pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai pada
BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait
dipertanggungjawabkan kepada BP setiap bulan, terhitung uang
persediaan tersebut diterima sampai dengan setelah berakhirnya
penetapan status keadaan darurat bencana, berupa Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan Buku Kas Umum
(BKU), Buku-buku Pembantu, rekening koran, disertai bukti asli
pendukung pembayaran hak tagih dan bukti pemotongan dan
penyetoran perpajakan.

Berdasarkan LPJ BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait,
setiap bulannya BP BNPB menyusun SPP-GUP/GUP Nihil.

Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai akhir tahun anggaran
dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.

Sisa Dana Siap Pakai pada akhir tahun anggaran disetorkan ke Kas
Negara. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan
penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir
tahun anggaran (dalam arti status darurat bencana belum berakhir),
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maka sisa dana dimaksud tidak perlu disetor ke Kas Negara.

Pertanggungjawaban sisa Dana Siap Pakai dimaksud, menjadi bagian
dari pertanggungjawaban Dana Siap Pakai tahun anggaran berikutnya.

D. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap
Pascabencana

1. Pencairan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan oleh
BNPB dengan atau Tanpa Melibatkan BPBD.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana
yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan rehabilitasi
dan/atau rekonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, dana penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi, serta dilakukan dalam bentuk:

a. swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun
melibatkan BPBD;

b. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok
masyarakat;

c. Pemberian bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena
bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah.

Kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang
dilaksanakan sendiri oleh BNPB atau melibatkan BPBD diputuskan
oleh Kepala BNPB antara lain dengan mempertimbangkan rentang
kendali manajemen, ketersediaan sumber daya, cakupan dan luas
wilayah  terdampak, serta kapasitas Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota yang terkena bencana.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi untuk
sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan
lintas sektor, dapat dilakukan baik secara swakelola maupun
kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk
Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan Sendiri oleh
BNPB.

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh
BNPB, KPA BNPB menunjuk PPK pada Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan PPSPM Sekretariat Utama



53 2014, No.300

BNPB sebagai pejabat perbendaharaan yang bertangggung
jawab terhadap pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana
yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker.

. KPA atas nama PA juga menunjuk BP Sekretariat Utama, dan
BPP pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi
pascabencana yang dikerjakan sendiri oleh BNPB baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual disediakan
dalam bentuk Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara
Pengeluaran (BP) BNPB.

. UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi disimpan dalam
rekening yang terpisah dari UP yang digunakan untuk
pembiayaan kegiatan rutin Satker BNPB, dan UP untuk
kegiatan Dana Siap Pakai.

. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA,
baik untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, maupun yang melibatkan
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

. KPA memerintahkan kepada BP untuk mengajukan permintaan
UP sesuai dengan persetujuan yang diberikan kepada PPK pada
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB.

. UP dapat diajukan maksimal sebesar 50% dari anggaran dalam
DIPA yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi dan/atau
Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual.

. Atas dasar permohonan UP dimaksud, PPK pada Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB melakukan
pengujian sesuai dengan ketentuan, antara lain kelengkapan
dokumen, dan kebenaran perhitungan UP yang diajukan.

i. Apabila dari hasil pengujian terhadap permohonan UP yang

diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK pada
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB
menerbitkan SPP-UP untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, dan
selanjutnya disampaikan kepada PPSPM BNPB.

SPP-UP dimaksud dilengkapi dengan perhitungan besaran
kebutuhan dana sesuai dengan pengajuan dari BP.

. PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-UP
yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi



300, No.300 54

kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-UP
dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian
format SPP-UP, kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu
pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

1. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-UP beserta
dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM
menerbitkan, dan menandatangani SPM-UP untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh
BNPB, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, yang
cukup dilampiri dengan ADK SPM-UP.

m. Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan, pengujian, dan
penerbitan SPM-UP disimpan oleh PPSPM untuk menjadi
bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan
eksternal.

n. Berdasarkan SPM-UP tersebut, KPPN Jakarta melakukan
pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dana UP ke
rekening BP pada bank yang ditunjuk.

0. Apabila dipandang perlu, BP dapat mendistribusikan dana UP
dimaksud kepada para BPP pada Deputi yang diserahi tugas
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB.

p. Dalam hal UP tidak mencukupi, BP BNPB dapat mengajukan
Tambahan Uang Persediaan (TUP). Permintaan TUP dilengkapi
dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan
dana.

q. Bendahara Pengeluaran yang telah menerima Tambahan UP
untuk kebutuhan 1 (satu) atau beberapa BPP, dapat menerima
Tambahan UP lagi untuk 1 (satu) atau beberapa BPP yang
lainnya.

r. Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen,
serta penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-UP dan SPP/SPM-
TUP untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh
BNPB, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana,
dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

2) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk

Swakelola atau Kontraktual yang Melibatkan BPBD.

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan BPBD, KPA
BNPB mengangkat PPK, dan BPP atas usul Kepala BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pejabat perbendaharaan
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yang bertangggung jawab terhadap penggunaan dana yang
dikelolanya;

. Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengangkat Penanggung
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang secara bersama-sama
dengan PPK BPBD melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di sektor yang menjadi kompetensi SKPD-nya;

. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengangkat Petugas
Verifikator yang membantu PPK dalam memeriksa dan menguji
tagihan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan/atau pihak
ketiga;

. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA
membuka rekening pada Bank Pemerintah setempat atas nama
“BPP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi”;

. Pembukaan rekening pengeluaran atas nama BPP dimaksud,
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengelolaan rekening  pemerintah pada  kementerian
negara/lembaga/satuan kerja, antara lain harus mendapat
persetujuan Kepala KPPN (selaku Kuasa BUN) yang
berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat;

. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana yang melibatkan BPBD baik yang dilaksanakan
secara swakelola maupun kontraktual disediakan dalam
bentuk UP pada BPP BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota yang
terkena bencana;

. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA,
untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota;

. Selanjutnya, @KPA memerintahkan kepada BP untuk
memindahbukukan UP dari rekening BP ke rekening BPP BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota maksimal sebesar 50% dari alokasi
anggaran yang ditetapkan Kepala BNPB untuk  provinsi,
kabupaten/kota yang terkena bencana;

Dalam hal UP tidak mencukupi, BPP BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dapat mengajukan Tambahan  Uang
Persediaan (TUP) kepada BP BNPB melalui Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Permintaan TUP
dilengkapi dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran
kebutuhan dana secara riil;

. Pemberian TUP kepada BPP harus tetap memperhatikan
kebutuhan dana yang telah disetujui Kepala BNPB sebelumnya;
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Tambahan UP berikutnya dapat diberikan setelah Tambahan
UP yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;

Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen,
serta penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-UP dan SPP/SPM-
TUP wuntuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi yang pelaksanaannya melibatkan BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan
lainnya.

3) Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk
Swakelola atau Kontraktual Baik yang Dikerjakan Sendiri
Maupun yang Melibatkan BPBD.

a.

Dalam rangka penggunaan dana untuk kegiatan Rehabilitasi
dan/atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau
kontraktual, PPK Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pada BNPB/PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan pembuatan komitmen, yang diwujudkan dalam
bentuk perjanjian kontrak/SPK dengan pihak lain;

. Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka

pemberian bantuan/hibah, serta pengeluaran yang bersifat
honorarium dan sejenisnya diwujudkan dalam bentuk
penerbitan surat keputusan otorisasi oleh Kepala BNPB atau
pejabat yang diberi kewenangan untuk kegiatan yang
dilakukan sendiri oleh BNPB, dan Kepala BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang melibatkan BPBD;

. Dalam rangka penyelesaian tagihan baik yang dilaksanakan

secara swakelola maupun kontraktual, PPK wajib melakukan
pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud,

KPA/Kepala BPBD dapat mengangkat Petugas Verifikator yang
memahami administrasi keuangan Negara;

. Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK

BNPB/PPK BPBD menerbitkan dan menandatangani SPBy
(sesuai dengan contoh formulir 16) kepada BP/BPP dengan
melampirkan:

(1) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

(2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
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pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan
PPK.

BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan,
kebenaran perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada
SPBy, dan ketersedian dana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi
syarat, BP/BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP
yang dikelolanya serta melakukan pemungutan/pemotongan
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan
dan menyetorkan ke kas Negara;

. Pembayaran dengan UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya
untuk 1 (satu) penerima/penyedia barang dan/atau jasa.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud

ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP BNPB/BPP BPBD
harus menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada
PPK untuk dilengkapi/diperbaiki;

BPP BPBD menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada
Bendahara Pengeluaran BNPB;

. Bendahara Pengeluaran BNPB selanjutnya menyampaikan
SPBy beserta lampirannya dimaksud kepada PPK Dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB untuk dokumen
pembuatan SPP-GUP/GUP Nihil;

Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP merupakan
uang muka kerja, SPBy dilampiri:

(1) rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;

(2) rincian kebutuhan dana; dan

(3) surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka
kerja.

.Pelaksana kegiatan selaku penerima uang muka kerja harus

mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan

batas waktu yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau

selambat-lambatnya lima hari kerja sejak diterima uang muka,

berupa:

(1) surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BPBD;

(2) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
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faktur pajak dan SSP; dan

(3) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan
PPK.

n. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran
bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana
Kegiatan.

0. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggung-
jawaban dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP
menggabungkan seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud
dengan kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai
tanda telah dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:

(1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang
ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang
diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran
yang dipertanggungjawabkan.

(2) Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka
yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal
uang muka yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti
pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

p. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima
uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran
sebagai pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan
permintaan tertulis agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang
muka segera mempertanggungjawabkan uang muka yang
diterimanya. Tembusan permintaan tertulis dimaksud
disampaikan kepada PPK.

q. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK
BNPB/PPK BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengujian
dan penelitian SPBy dan lampirannya oleh BP BNPB/BPP
BPBD, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana,
dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

2. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM).

1) Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) didahului dengan
pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
antara Kepala BNPB dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang
daerahnya terkena bencana;

2) Berdasarkan Nota  Kesepahaman  dimaksud, Gubernur,
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Bupati/Walikota menetapkan Surat Keputusan Pemberian
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat,
yang setidak-tidaknya memuat:

a. Nama dan identitas penerima bantuan;
b. Jumlah nominal bantuan; dan
c. Nomor rekening penerima bantuan/kelompok masyarakat.

BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah setempat)
mengajukan permintaan penyaluran bantuan langsung
masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB melalui
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dilampiri:

a. Surat Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor
rekening bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
dan

d. Berita Acara Pembayaran.

PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan pengujian

dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal
maupun material atas dokumen yang diajukan oleh
BPBD/Pemerintah Daerah;

Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) dapat disalurkan
dengan dua cara:

a. Langsung ke rekening masyarakat penerima
bantuan/kelompok masyarakat pada bank/pos; atau

b. Melalui rekening Bank/Pos Penyalur;

Pencairan dana BLM disalurkan secara langsung ke rekening
masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat pada
bank/pos, kecuali dengan pertimbangan tertentu akan lebih
efektif kalau dicairkan melalui bank/pos penyalur;

Untuk pengelolaan dana pendamping Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) ditetapkan PPK
Daerah, menggunakan dana sosial berpola hibah atau ditangani
langsung oleh BNPB;

Dalam hal pencairan dana BLM akan dilakukan langsung ke
rekening masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat
pada bank/pos, Kepala BPBD/Pemerintah Daerah mengajukan
permintaan penyaluran bantuan langsung
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masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB
dilampiri:
a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang

Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor
rekening bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
d. Berita Acara Pembayaran.

9) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, PPK
pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
melakukan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan
dokumen, dan kebenaran perhitungan penyaluran BLM yang
diajukan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan,;

10)Apabila dari hasil pengujian dan penelitian ternyata memenuhi
persyaratan, PPK yang bersangkutan membuat,
menandatangani, dan menyampaikan SPP-LS BLM kepada
PPSPM BNPB, dengan lampiran:

a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang
Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor
rekening bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat; dan

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
d. Berita Acara Pembayaran.
11)SPP-LS BLM dapat ditujukan ke:
a. rekening penerima bantuan pada bank/pos; atau
b. rekening Bank/Pos Penyalur.

12)Penyaluran BLM sebaiknya ditujukan langsung ke rekening
masyarakat/kelompok masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan
tepat jumlah. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki
akses ke bank/pos sehingga tidak mungkin membuka rekening
pada bank/pos; dan/atau jumlah penerima bantuan pada satu
jenis bantuan lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan, maka
dapat dipertimbangkan penyalurannya melalui Bank/Pos
Penyalur.
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13)Untuk keperluan penampungan dana BLM yang penyalurannya
melalui Bank/Pos Penyalur, PPK Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi atas nama KPA terlebih dahulu membuka rekening
pada Bank/Pos yang telah ditunjuk setelah melalui proses
pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

14)Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud di atas berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja.

15)PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS
BLM yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain
meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan
SPP-LS BLM dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran
pengisian format SPP-LS BLM, kesesuaian dengan kode BAS,
dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker.

16)Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM
beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM
menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS BLM untuk
penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok
masyarakat, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta,
dengan dilampiri:

a. Daftar Nominatif =~ Masyarakat/Kelompok Masyarakat
Penerima Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan
nomor rekening bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat,
untuk BLM yang disalurkan melalui rekening masing-masing
atau rekening Kelompok Masyarakat; atau

b. Daftar Nominatif Masyarakat Penerima Bantuan yang
mencantumkan jumlah dana, alamat lengkap, dan nomor
KTP, untuk BLM yang disalurkan melalui rekening Bank/Pos
Penyalur; dan

c. Arsip Data Komputer (ADK) SPM-LS BLM.

17)Seluruh dokumen lain sebagai dasar pemeriksaan, pengujian dan
penerbitan SPM-LS BLM tetap disimpan oleh PPSPM untuk
menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan
eksternal.

18)Berdasarkan SPM-LS BLM tersebut, KPPN Jakarta melakukan
pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya:

a. Langsung ke rekening masing-masing masyarakat/kelompok
masyarakat seperti yang tercantum dalam = daftar
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nominatif/ADK; atau

b. Ke rekening PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada
Bank/Pos Penyalur, apabila BLM disalurkan melalui Bank/
Pos Penyalur.

19)Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta

penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS untuk pembiayaan
kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang
pelaksanaannya berupa Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok  Masyarakat (BLM), mempedomani
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan lainnya.

3. Pencairan dan Penggunaan Bantuan kepada Pemerintah Daerah
Yang Terkena Bencana berupa Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah:

1)

2

—

3

-

4)

5

-

Dalam hal APBD tidak memadai untuk melaksanakan Kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi, Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada BNPB.
Penyaluran dana dari BNPB kepada BPBD/Pemerintah Daerah
dilakukan dalam bentuk bantuan sosial berpola hibah.

Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah didasarkan pada
Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana
Bantuan Sosial Berpola Hibah, dan dilanjutkan dengan
pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
antara Kepala BNPB dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang
daerahnya terkena bencana.

Berdasarkan Nota  Kesepahaman  dimaksud Gubernur,
Bupati/Walikota menetapkan Atasan Langsung PPK, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP),
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk mengelola
dana bantuan sosial berpola hibah yang disalurkan kepada
BPBD/Pemerintah Daerah.

Yang diangkat dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung PPK
adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Sedangkan sebagai PPK adalah pejabat/pelaksana pada
Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa.

Kepala BPBD mengangkat Petugas Verifikator yang membantu
Atasan Langsung PPK dalam melakukan pengujian tagihan dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-RR).
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6) Rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan sosial

7

8

-

-

berpola hibah dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
pada Bank Pemerintah setempat atas nama “BP Dana Bantuan
Sosial Berpola Hibah”.

Karena dana bantuan sosial berpola hibah bukan bagian dari
Dana Perimbangan, maka rekening “BP Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah” dimaksud merupakan Rekening Khusus yang
dikelola di luar sistem APBD, dan harus terpisah dari rekening
kas pemerintah daerah.

Penetapan prioritas kegiatan, pembahasan RKA (termasuk
pemaketan) dilakukan melalui asistensi dan disetujui oleh Deputi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

1) Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BNPB tentang Hasil

3

-

Evaluasi dan  Verifikasi, PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan dana
bantuan sosial berpola hibah sebesar 100% dari alokasi dana
yang ditetapkan oleh Kepala BNBP melalui Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan:

a. Nota Kesepahaman;

b. Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana
bantuan sosial berpola hibah;

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh BP dan diketahui oleh PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota;

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PPK BPBD
(sesuai dengan contoh formulir 17);

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM/formulir
18); dan

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Bendahara Pengeluaran
pada BPBD.

PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah melakukan pengujian
dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
yang terlampir pada surat permohonan pencairan dana. Apabila
kelengkapan dan kebenaran dokumen telah sesuai dengan
ketentuan, PPK mengajukan SPP-LS Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah untuk masing-masing daerah penerima bantuan.

SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disampaikan kepada
PPSPM dengan melampirkan:

a) Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan
Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah;
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b) Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari
dana bantuan sosial berpola hibah;

c) SPTB yang ditandatangani oleh PPK Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (sesuai dengan contoh formulir 19); dan

d) Fotokopi Rekening Koran.

4) PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diajukan sesuai dengan
ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen,
kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda
tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian
kode BAS, dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker.

5) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana
Bantuan Sosial Berpola Hibah beserta dokumen pendukungnya
memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan
menandatangani SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah,
dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan
melampirkan:

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan
Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah; dan

b. Arsip Data Komputer (ADK).

6) Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan,
pengujian dan penerbitan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan pemeriksaan
bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

7) Berdasarkan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan penerbitan
SP2D, serta mentransfer dananya ke rekening BP Dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada bank yang ditunjuk.

8) Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan
lainnya.

Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

1) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

i.c. BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman
pada Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi,
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MoU, POK dan RKA yang telah ditetapkan.

2) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
i.c. BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman
pada Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi,
MoU, POK dan RKA yang telah ditetapkan.

3) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana bantuan sosial
berpola hibah sebagaimana tercantum dalam POK dan RKA
dilakukan sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
menyampaikan usul revisi kepada Gubernur, Bupati/Walikota
sebelum perubahan kegiatan dilaksanakan;

b. Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelaahan apakah
telah sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari hasil
verifikasi BPBD dan/atau Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana terkait;

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan,
maka Gubernur, Bupati/Walikota segera menerbitkan surat
persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada Kepala BPBD
setempat dengan tembusan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi;

d. Apabila usul revisi tersebut menyimpang, maka Gubernur,
Bupati/Walikota segera memberitahukan secara tertulis
kepada Kepala BPBD untuk dilakukan perbaikan.

4) Revisi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut,
termasuk penggunaan sisa tender dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang terdapat
dalam dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang
pembiayaannya menggunakan Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah dapat dilakukan baik secara swakelola maupun
kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pekerjaan Swakelola.

1) Pekerjaan Swakelola merupakan kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok
masyarakat

2) Kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi yang
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dilaksanakan secara swakelola, Pelaksana Kegiatan dapat
mengajukan uang muka sesuai dengan kebutuhan kepada PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
b. rincian kebutuhan dana; dan

c. surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka
kerja.

PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan
uang muka yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP
lengkap dengan lampiran-lampiran yang telah disetujui oleh
PPK.

Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dimaksud kepada
Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki.

Apabila kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi
secara swakelola telah dilaksanakan tanpa didahului pemberian
uang muka, Pelaksana Kegiatan mengajukan tagihan kepada
PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

a. kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak / SSP; dan

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan

Untuk pekerjaan swakelola dalam rangka pemberian bantuan
dan pengeluaran yang bersifat honorarium harus dilengkapi
dengan surat keputusan otorisasi yang ditandatangani Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota selaku kepanjangan
tangan KPA.

PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian
terhadap kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil
kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak/SSP, beserta nota/bukti
penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lain yang
diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP
dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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PPK.

Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengembalikan tagihan dimaksud kepada
Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki.

Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengembalikan tagihan dimaksud kepada
Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki.

Berdasarkan SPBy yang diterima, BPP BPBD melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang terlampir pada SPBy.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan
pembayaran dengan menggunakan dana bantuan social berpola
hibah yang dikelolanya

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan
pembayaran dengan menggunakan dana bantuan social berpola
hibah yang dikelolanya.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka BPP BPBD harus
menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK untuk
dilengkapi/diperbaiki.

Pelaksana Kegiatan sebagai penerima uang muka kerja harus

mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan

batas waktu yang diperjanjikan (maksimal lima hari kerja),

berupa:

a. surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BPBD;

b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

c. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.
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19) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban

20)

21)

22)

dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah
dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:

a. Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang
ditandatangani oleh BPP, dalam hal uang muka yang
diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan;

b. Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang
muka yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti
pengeluaran yang dipertanggungjawabkan;

Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima
uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran
sebagai pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan
tertulis agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya.
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada
PPK;

Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima
uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran
sebagai pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan
tertulis agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya.
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada
PPK;

SPBy dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala BNPB ini;

23) Tatacara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK pada

BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengujian dan penelitian
SPBy dan lampirannya oleh BPP BPBD, mempedomani
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan lainnya.

Pekerjaan Kontraktual

1)

Pekerjaan kontraktual adalah pekerjaan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa
atau pelaksana Swakelola atau pihak ketiga lainnya yang diikat



2)

3)

4)
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dalam suatu surat perjanjian/kontrak melalui proses pemilihan
penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang Pedoman = Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.

Pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
konstruksi untuk  proyek-proyek infrastruktur seperti:
pembangunan jalan, jembatan, gedung/bangunan untuk kantor-
kantor pemerintah, dan sarana pendidikan/kesehatan, serta
bendungan, irigasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan
infrastruktur lainnya harus menggunakan jasa pihak ketiga, dan
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berbadan usaha yang
dinyatakan ahli dan profesional di bidang pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani
PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, BPP membuat kartu
pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan
kontraktual, dan menyusun rencana pembayarannya.

Apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam
surat perjanjian/kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan
tagihan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Pekerjaan Perencanaan Konstruksi:
a. Dokumen kontrak;
b. Ringkasan/Resume/kontrak (contoh formulir 10);

c. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang/jasa
mengajukan uang muka;

d. Laporan pendahuluan, laporan tengah (inception report) dan
laporan akhir;

e. Bukti-bukti pengeluaran;
f. Berita acara pembayaran (contoh formulir 17);

g. Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan

h. SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Nonkonstruksi:
a. Dokumen kontrak;

b. Ringkasan/Resume kontrak (contoh formulir 10);

c. Jaminan pelaksanaan;
d

. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang/jasa
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mengajukan uang muka;

Berita acara kemajuan fisik (contoh formulir 20);

Berita acara serah terima pekerjaan 100 % (contoh formulir
21);

Berita acara pembayaran (contoh formulir 17);

Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan

SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Pekerjaan Pengawasan Konstruksi (Supervisi dan Pengawasan
yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh BPBD
Provinsi):

a.
b.

@ o o

Dokumen kontrak;
Resume kontrak (Formulir 10);

Jaminan wuang muka apabila pihak penyedia jasa
mengajukan uang muka;

Laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir;
Bukti-bukti pengeluaran,;
Berita acara pembayaran; dan

Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui
oleh PPK (Formulir 9).

5) Dalam rangka penyelesaian tagihan pekerjaan kontraktual yang
membebani Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (APBN), PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian
terhadap:

a.
b.

C.

kelengkapan dokumen tagihan;
kebenaran perhitungan tagihan;

kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBN;

. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak
dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa;

. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa

sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari
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penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
dan

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa
dengan dokumen perjanjian/kontrak.

6) Apabila dari hasil pengujian bukti-bukti tagihan dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK BPBD pada BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota mengembalikan kepada penyedia
barang/jasa atau pihak ketiga lainnya untuk
dilengkapi/diperbaiki.

7) Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPP-RR dan
disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD dilampiri dengan
dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh PPK.

8) Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung PPK
mendisposisi SPP-RR dimaksud kepada Petugas Verifikator
untuk dilakukan penelitian dan pengujian terhadap:

a. kelengkapan dokumen pendukung SPP-RR;

b. kesesuaian penandatangan SPP-RR dengan spesimen
tandatangan PPK;

c. kebenaran pengisian format SPP-RR;
d. ketersediaan pagu dana bantuan social berpola hibah;

e. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

f. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada
SPP-RR sehubungan dengan perjanjian/kontrak;

g. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

h. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

i. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak; dan

j- kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tagihan yang
diajukan oleh penyedia barang/jasa atau pihak ketiga
lainnya.

9) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, Petugas Verifikator menerbitkan SPM-RR
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untuk ditandatangani oleh Atasan Langsung PPK. Selanjutnya
SPM-RR disampaikan kepada BP Dana Rehabilitasi dn
Rekonstruksi pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota

10)Berdasarkan SPM-RR dimaksud, BP melakukan pengujian dan
penelitian terhadap:

a. Ketersediaan dana;
b. kelengkapan dan kebenaran formal dokumen tagihan;

c. kebenaran perhitungan pembayaran termin/berkala sesuai
dengan prestasi kerja;

d. kebenaran perhitungan potongan pajak-pajak Negara
(PPN/PPh);

e. kebenaran perhitungan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan (kalau ada).

11) Pengujian juga dilakukan dengan mencocokkan data yang
terlampir pada tagihan dengan catatan pada kartu pengawasan
kontrak dan rencana pencairannya

12) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BP melakukan pembayaran
dengan menggunakan bilyet giro sebesar jumlah bersih/netto
(jumlah tagihan/bruto setelah dikurangan pajak-pajak dan
denda kalau ada) yang membebani rekening dana bantuan sosial
berpola hibah pada bank pemerintah setempat.

13) Bilyet giro yang diterbitkan selain ditandatangani oleh BP, harus
ditandatangani sebagai tanda setuju (contra sign) oleh PPK.

14) BP sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara (WAPU) menyetor
pajak yang dipungut menggunakan SSP ke Bank Persepsi
selambat-lambatnya pada tanggal 14 atau 20 bulan berikutnya
(sesuai dengan jenis pajak yang dipungut dan dilaporkan).

15) BP wajib melaporkan pajak-pajak yang dipungut ke KPP terdekat
selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

16) Sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak digunakan
lagi disetor ke kas Negara menggunakan format SSBP/SSPB
sesuai dengan ketentuan (contoh formulir 22).

17) Fotocopy SSP, SSBP, dan SSPB seperti terdapat dalam contoh
formulir 22 dan contoh formulir 23 yang telah dilegalisasi oleh
KPPN wilayah kerja Bank Persepsi disampaikan kepada Biro
Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
penyetoran untuk keperluan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Penatausahaan dan Pembukuan

BP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja
yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan bendahara terdiri
Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan
Anggaran yang dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan
bendahara. Pencatatan transaksi yang dilakukan BP/BPP harus
dibukukan ke dalam BKU, baru kemudian dibukukan ke dalam buku-
buku pembantu terkait.

BP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para BPP yang
berada pada setiap unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri. BPP
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.

BPP pada BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga yang
terlibat dalam  pengelolaan dana  penanggulangan  bencana
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran sebatas pada UP yang diterima dari BP BNPB.

Pembukuan BP/BPP diawali dengan pencatatan alokasi DIPA
sesuai dengan uang yang dikelolanya. Setelah BP menerima UP untuk
kegiatan rutin Satker BNPB, kemudian UP dimaksud didistribusikan
kepada masing-masing BPP unit kerja berupa persekot kerja (PK).

UP dan PK dibukukan BP ke dalam BKU dan Buku Pembantu
Persekot Kerja untuk masing-masing BPP. Selanjutnya UP dan PK
dimaksud dibukukan ke dalam Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas, sesuai dengan bentuk persekot kerja yang diberikan,
apakah dalam bentuk giro/cek atau kas tunai.

Untuk setiap UP yang ditransfer kepada BPP, BP BNPB harus
mencatat ke dalam kartu kendali masing-masing BPP. Dengan demikian
sisa UP yang terdapat pada masing-masing BPP dapat diketahui setiap
saat. Kartu kendali dimaksud berfungsi sebagai media rekonsiliasi
antara BP dengan BPP.

Tata cara pembukuan ke dalam BKU mengikuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.5/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja serta Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
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Berdasarkan pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP maupun BP
ke dalam BKU dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data
untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selanjutnya
pembukuan BPP menjadi dokumen sumber pembukuan BP, pada sisi
penerimaan/pengeluaran BKU masing-masing BPP dicatat ke dalam sisi
penerimaan/pengeluaran BKU BP.

Agar pembukuan di dalam BKU dan penyusunan LPJ yang dibuat
oleh BP dan masing-masing BPP menunjukkan angka yang akurat satu
sama lain (selaras), maka sebelum BP membuat LPJ hendaklah selalu
diawali dengan rekonsiliasi antara BP dengan BPP. Selanjutnya setelah
angka-angka transaksi yang tercantum BKU/LPJ selaras baru
kemudian BP dapat menyusun LPJ untuk disampaikan kepada KPPN.

Pembukuan yang dilakukan BP dan BPP menggunakan aplikasi
microsoft excel. Atas pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan
menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu
bulanan yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui KPA untuk
BP dan PPK untuk BPP.

Pelaksanaan pertanggungjawaban BPP dan BP diawali dengan
pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP dan BP. KPA dan/atau PPK
melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan kas
bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
Pemeriksaan dimaksud dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara
saldo buku dengan saldo kas secara fisik.

Hasil pemeriksaan kas dituangkan ke dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kas yang dilampiri dengan Register Penutupan Kas dan
ditandatangani oleh BP/BPP serta diketahui oleh KPA/PPK.

B. Rekonsiliasi Antara Pembukuan BPP dengan BP

Sebelum BPP menyusun LPJ dilakukan rekonsiliasi antara BPP
dengan BP yang dilaksanakan mulai hari kerja pertama bulan
berikutnya sampai dengan empat hari kerja bulan berikutnya. Setelah
menunjukkan angka yang akurat satu sama lain (selaras), BP dan BPP
menandatangani kartu kendali masing-masing.

Setelah Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani, BPP menyusun
LPJ bulan yang bersangkutan.

Rekonsiliasi antara BPP dengan BP meliputi data pembukuan dan
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) BKU;
2) BP Kas Tunai, dan BP Bank;
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3) BP UM Perjadin/Persekot Kerja (PK);

4) BPLS;
5) BP UP/TUP;
6) BP Pajak;

7) BP lainnya;
8) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas; serta
9) Fotocopy Rekening Koran.

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama BPP dengan melakukan
pencocokan BKU/BP, yaitu sebagai berikut:

1) Apakah penjumlahan saldo semua BKU BPP telah sama dengan
saldo BKU BP;

2) Apakah penjumlahan saldo semua Buku Pembantu Kas Tunai, dan
Buku Pembantu Bank masing-masing BPP telah sama dengan
catatan dalam kartu kendali BP;

3) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UM Perjadin/Persekot
Kerja (PK) masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu
kendali BP;

4) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu LS masing-masing BPP
telah sama dengan catatan kartu kendali BP;

5) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UP/TUP masing-
masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP;

6) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing
BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; dan

7) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing
BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP.

Untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan ke dalam
Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh BP, BPP dan
diketahui oleh Kepala Bagian Perbendaharaan, sesuai dengan format
terlampir (contoh Lampiran 24)

Sehubungan dengan pemberian Dana Penguatan Kelembagaan, UP
Dana Siap Pakai, dan UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BP
BNPB kepada BPP BPPD/Kementerian Negara/Lembaga, untuk
mengawasi penyetoran jasa giro, sisa dana, setoran bukan pajak
lainnya, PPK Dana Penguatan Kelembagaan pada Kedeputian Bidang
Kesiapsiagaan, PPK Dana Siap Pakai pada Kedeputian Bidang
Penanganan Darurat, dan PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi wajib membuat
kartu kendali pengawasan SSPB/SSBP, dan mendokumentasikan
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semua SSPB/SSBP sesuai dengan lingkup pengawasan masing-masing.

Bentuk Kartu Kendali Pengawasan SSPB/SSBP adalah sebagaimana
contoh terlampir.

C. Penyusunan LPJ BPP dan BP

BPP wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara rutin
setiap bulannya yang disampaikan kepada BP paling lambat 5 (lima)
hari kerja bulan berikutnya, dan LPJ BP disampaikan ke KPPN paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.

LPJ-BPP merupakan dokumen sumber bagi BP untuk menyusun LPJ
BP, dimana sisi penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam LPJ BPP
akan tercermin dalam LPJ BP.

LPJ BPP dan BP dibuat sesuai dengan format terlampir (contoh
lampiran 25)

Penyampaian LPJ BPP kepada BP hendaklah dilampiri sebagai berikut:
LPJ BPP;

Salinan BKU;

Salinan Buku-buku pembantu,;

BA Pemeriksaan Kas;

Register Penutupan Kas;

Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan; dan

® ™o a0 oo

Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pengembalian
Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta
dokumen pendukungnya.

Penyampaian LPJ BP ke KPPN hendaklah dilampiri sebagai berikut:
LPJ BP;
. Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan;
Neraca bulan yang bersangkutan;
. BA Rekonsiliasi dengan KPPN; dan
e. Surat Pengantar dari KPA.
D. Rekonsiliasi BP dengan UAKPA

Rekonsiliasi antara BP dengan Petugas UAKPA meliputi data
pembukuan dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) LPJ BP;
2) BKU dan Buku-buku Pembantu BP;
3) Kuitansi BP dan BPP yang belum di-SPM-GU-kan/Kuitansi yang

a0 o p



77 2014, No.300

sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah disampaikan kepada
KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada bulan yang
bersangkutan);

4) Daftar SP2D yang sudah di-input;

5) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang
Muka dari KPPN);

6) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi
dari KPPN wilayah bank persepsi tempat penyetoran; dan

7) Rekening koran bulan yang bersangkutan.

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan melakukan
pencocokan, yaitu sebagai berikut:

1) Apakah penjumlahan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran
(Saldo Kas Tunai, Saldo Bank BP, Kuitansi BPP yang belum di SPM-
GU-kan/Kuitansi yang sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah
disampaikan kepada KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada
bulan yang bersangkutan) telah sama dengan angka pada neraca
(Akun Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Akun Uang Muka dari
KPPN);

2) Apakah setoran penerimaan bukan pajak (SSPB maupun SSBP)
telah sesuai dengan perhitungan sisa UP dan/atau TUP yang harus
disetorkan kembali ke Kas Negara.

Hasil rekonsiliasi antara pembukuan BP dengan Petugas UAKPA
dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi BP-Petugas UAKPA,
sesuai dengan format Lampiran 26.

E. Rekonsiliasi SAI dan SAU (Satker dengan KPPN)

Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU meliputi data dan dokumen
sebagai berikut:

1) LPJ BP;

2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB);

3) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRABB);

4) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (LRAP);

5) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan (LRAPP);

6) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang
Muka dari KPPN);

7) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi
dari KPPN; dan
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8) Rekening koran bulan yang bersangkutan.

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas
KPPN untuk melakukan pencocokan data sebagai berikut:

1) Apakah saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP telah sesuai dengan
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN;

2) Apabila saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP tidak sesuai dengan
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN, maka
dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang
dan mencocokan dengan bukti setoran yang ada (SSBP dan SSPB);

3) Mencocokkan, apakah LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran
SAI telah sama dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran
SAU;

4) Apabila LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI tidak sama
dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU, maka
dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang
dan mencocokan dengan bukti-bukti yang ada (SSBP, SSPB, dan
catatan kuitansi yang belum di- SP2D-kan).

Hasil rekonsiliasi antara BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas
KPPN dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi, sesuai dengan
format Lampiran 27.

F. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN, diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan
atas laporan keuangan.

Oleh karena itu, Kepala Kantor/Satker selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan
rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KKPN selaku Kuasa
BUN. Setiap awal bulan Kepala Kantor/Satker menyampaikan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca beserta ADK yang memuat data
pagu anggaran berdasarkan APBN atau APBN perubahan dan realisasi
anggaran menurut unit eselon 1 per program dengan memperhatikan
pagu anggaran yang dicantumkan merupakan pagu program yang
terakhir dan realisasi per program yang terakhir,kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW).

Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran sesuai format
terlampir (sesuai Lampiran 28)

G. Laporan Kegiatan

Pada akhir kegiatan, penggunaan Dana Penguatan Kelembagaan,
Dana Siap Pakai, dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala
BPBD/Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga di samping
berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan,



79 2014, No.300

juga harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada
Kepala BNPB.

Bentuk dan format laporan kegiatan dan dokumen yang harus
disertakan diatur dalam pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
masing-masing kedeputian.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana ini dibuat
guna dijadikan petunjuk bagi para Pengelola Keuangan dalam
melaksanakan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara,
sehingga tercapai persamaan persepsi dan terwujudnya
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.

Hal-hal teknis yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Kepala BNPB ini, dapat diatur oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang
Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, dan Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangan masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGCGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
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LAMPIRAN 11/1-4
PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal 16012014 Momor
Sligt Pembeyeren : [4) Pa
Janis Pemtayaran (1) Peng

N2CIGABSIAETE

o KOTA JAKARTA PUSAT

1. Jumlah pambayaran yang dimintakan

2. Unuuk keperhuan

3 Jenis Balania
4. bias Hama

7. Nemor dsa Tanggal SPK Komirak

Ve Pejabiat Penanda Tangan Sural Pecinlish Membayar
BADAN NASIONAL PEHANGGULANGAN BENCANA

Berdesarkan DIPA Nomo: . DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama inl kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berkul :
¢ Rp. 1015545367
{ salu milyar limabeles juia lima ralus empat pulih enam riby iga reius enam puluh tujuh rupiah™ )

: Pambayaran Belanja Gaj Pegawai Badan Nasional Penangguiangan Benacans Bulan Februan 2014 untuk 342 PegawaiT24 Jiwa

© BELANJA PEGAWAI
: Para Pagawai Badan Nasional Penanggulangan Bzneana
+ L Ir. H. Juanda No. 35, Jakatta Pusat

+ Teslampir

mramor iekening : Terdampir

CRpl

~ BADAN NASIONAL FENANGBULANGAN BENCANA (103] 7 Kegatan T Pamiinaz) AdTiSLas) G2n PeNGRREIN Reuangan BNCE |
: BADAN HONAL PENANGGULANGAN BENCANE (01)
: BADAH NASIONAL PENANGEULANGAN BENCANE (48521}
& Kodz Kegiatan B )
) 9 Kods Fungsl, - oM

4 Lokasi < DKI JAKARTA [01) & Fungsi, Program

5Tempat + KOTA JAKARTA PUSAT {51)

e . IAKARTAPUSAT 10 Kewanangan Pelaksanaan © (KF) Kanlor Pusat

Fepada

5. Milsi SPKiKonlizk
8. Dengan penjolasan B
Ho [I KEGIRTRHIQUITP UTAKAK PAGU SPPISPM 5.0, SPP NI JUMAHSD. 5134 DANA
VAKLE & DIGIT) BERSANGHUTAN DALAM DIPAISKPA YANG LALL SPPINI
11 SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIFA ") R Re} (Rg) Fe)
'
3874884 51111 8.569.294.000) CALATLO4D BAT 411440 1.376.532.300) 7180410620
374,884, 51T 245000 15282 15350 30672 25320
74884 511121 605,994,000/ 4212332 44.908.152 972145 16272555
3874994, 511122 120,338,000 8303845 ©.885.650) 183 833,504 103 436,495
3874954, 511123 2.220.630.000 15EATO.000 165.210.000 331680000 1,897 950,000
2874554, 511124 55,250,000 5505000 5,505,000, 14010000, 14240000
3574994 611125 16.995.167) 16.809.566) 33.908.753 606.569.247
© 2874.884. 51128 48 520880 45720160 3251040 497,255,250
874,598, 511151 38050000 7720000 525,612,000
Jumlah | 1.020.558 476 2.036.104.843 11.390.870.157
[T |SEMUA REGIATAN
73 5000000000 0 0 9 5.000:00.000
Wre 32726075000 1020558475 1.015.548.367| 2036 104.843 36270457
375 15.301.000.000) 0 [ 0 18.301.000.000
378 2.200.000.000 0 o 0 28.200.000.000)
377 455.000.000.000 q 0 0 465000400 090
3878 145.000.000.000] L 0f 0] 145.000.000.000)
7 11.500.000.000) [ o 0 11.500.600.000
3880 10.000.000.0001 0 0} 0 10.000.000.000
3881 £.000,000,000| of 0 o 5000000000,
£l 174.050.600.000] 9 q 0 174.050.000.000
3883 4113 550.000.000) q q 0 102,650.000.000
3834 14.500.000.000] 9 0 0 14.500,000.000
Bumlah I 11074.930,075.000] 1.020.£58.476] 1015545367 2036109853 1.012.853,870.157)
—

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAMN BENCANA (548521)
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LAMPIRAN II/2-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

L NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT FPERMINTAAN PEMBAYARAN
Tangzal 2014 Nomor 00004B4ES1 0 14
Sifet Pembayaran -{ Usng Parsediaan (UP)

Jeriis Pembayaran - {4} Penpeluarzn TrR0sha

1Dy - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (103) T Kegisian 37
2 Uni Orgenises BATAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (1}
3 KentonSatker : BADAN MASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (B4DS21)
& Kode Kegiatan : 0000
9 Kode Fungsi, DL
4 Lakasi DK JAKARTA (01) & Fungsl, Frogram
& Tempel 1 KOTA JAKARTA PUSAT [51) .
At . JAKARTA PUSAT - M Keneenain Febinmnes | #F) Kot sl

YemoaPajabalenmdaTilgan Surat Pecintah Membayar

BADAN NASIONAL PENANGGULAMGAN BENCANA

i KOTA JAKARTA PUSAT
Berdasakan DIPA Nomor - DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-201%, bersarmaini kami ajukan permintaan pambayaran sebagai batikut -
1. Jumiah pambayaran yang dimintzkan  : Rp.  50.000.000.000

=i puh Friyar rupiah™™* ) '
2. Untuk kaperuan : Penyadiaan Uang Persediaan Rupiah Murmi Safier BADAN NASIONAL PENANGGU LANGAN BENCANA Tahun 2014

3. Jenis Balarja - PENGELUARAN NOM ANGGARAN

4. gy Nama = Bendahare Pengelsaran BNFE BA 103

§. Alamat < L i H. Juanda No. 34, Jakariz Pusat

& Mempunyal redeaing = Bank BRI Cabang Jakarta Veleren

nomoe rekening : 0329-01-003342-30-8
7. Momor dan Targgal SPK Kontrak

B. Ml SPKManlio i Rp 0
. an penjelasan z
Ho I KEGIATARIOUTPUTIMAR PAGL SPRISAM E.D. SPRINI JUMLAH 8.0 SIEA DANA
[AKLIN G DIGIT) BERSANGHUTAN DALAM DIPATSKRA YANG LALU PP
I SEMUIA KODE KEGIATAN DALAM DIFA (o) #p) {Rp) ®pl Ro)
"
|dunteh - B 1 [ [ [ []
I [SEMUA KEGIATAN
3073 5000000000 | ] q 0 5.000.000.000
3074 32.723.075.000 1| 2 o 32.729.075,000)
3875 19.301.000.000 0 [} 0| 13.301.000.000
3676 28.200.000.000 0 0) 0 26.200.000.000
; 3877 485.000.000.000) o 0) [l 455.000.000.000]
3878 148,600.000.000) 0 0) oy 128.000.000.000,
T8 11.500.000.000] o L] 0 11.500,000.000)
3880 10.000.000.000 o ) 0 10.000.000 00D,
3681 5.000.000.000) 0 1) 0| 5.000.000,00
882 174.050.000.000 0 0 [} 174.050.000.000,
3681 103.650.000.000 0 0 0 103.650.006.000
385 14, 50,000,000, [ 0f 0| 14.500.000,000]
3835 36.000.000.000 0 0 D) 36.000.000.000.
E) £.000.000.000) [ 0 0 B.000.000.000
3887 56.400.000.000 0 0 0| 56.400,000.000
) 13.000.000.000] 0 0 i 13.000.000.000
3363 297.450.000,0001 L] 0 [ 267650,000.000
880 54000.000.090| [} 0 0 5400.090.000
3/ 55 000.000.000| [l 0 0 £5.000.000.000
E:L7] a?.aigm;m{ [1 g i sr.:&m{
Jdumiah ¥ 1.577.330.075.000) 0] [ o 1am7.a30075000
5/000.000.000 50.000.000.000 55.000.000.000

BALAN NASIONAL PERANGGULANGAN BENCANA [G48521)
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LAMPIRAN I1/3-4
PERATURAN KEPALA BADAN

‘ NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

2 Tanggal - 14 Homor QUO0SK4BS210208  *
Siat Pembayaren ; (2) Tamioahan P (TUF)
Jaris Penbayaran ; (4) Pengebuaren Translia
Teniaga ; BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, (103] 7 Wegaan T
5 BADAN NASIONAL PENANGGULAN BENCANA (07)
3 KorvorfSatker BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (543521)
B Koa: Heglaten © 0000
© Kode Furgei, t.m
4 Lokasi DK JAKARTA (1) & Fungsl, Program
& Tempat KOTA JAKARTA PUSAT (51} .
& Algmat - JAKARTA PUSAT 10 Kewenangan Pelaksanaan - (KP) Kandar Pusat

Frade
Ym?aPewba‘.Pansm Teagen Surat Perinish Membayar
BADAN NASIONAL PENANGELILANGAN BENCANA
i KOTA JAKARTA PUSAT
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-103.01.1,648521/2014, 05-12-2013, bersama ini kami ajléan permintaan pembayaran sebagai barikut :
1. Jumiah pembiayaran yeng eminteken Rp.  18.877.000.000
( *™delapanbelas miyar sembian retus hujuh puluh tajuf fista rupiah™ )

2. Unuie kapariian Penyedizan Tambahan Uang Persadiaan Rupiah Muri Safor BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCAMNA Tahun 2014
3. Jenis Belanga PENGELUARAN NOM RNGGARAN

. tas Nara Berdahera Pengelaran BNPD BA 103

5. Alamat Jl.Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat

£. Mempunyai rakaning Bank BRI Cabang Jakarta Veteran

nomor reaaning : 0630 01 004342308
7. Homor dan Tanggel SPK Konlrak fy--

B. Nilai SPK/Kanrak : Rp.0
. %m Engum :
Ho I FUTMAR PaBU SPRISPM 8. L JUMLA 5.0 SISA DANA
(AKUN & DIGIT) BERSANGKLUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALY SPPINI

11 SEMUA KODE KEGIATAN DALAMDIPA ) * Re) Fr) Rel )
|
ol 1 g [ 0 7l

T |SEMUA KEGIATAN

%73 5.000.000.00) 0 0 4 5.500.600.000
74 32.729.075.000| 0 0 0] 32729.075.000
. s 19.301.000.000| 0 0 0 19.301.000.0080
275 25.200.000.000) 0 0 0 8.200.000.000
»m 465.603.010,000) 0 0 0 465 000.000.000
e 145.006.000.000) o L a 145 000.000 000
w7 1150000000 [i 0 0 11.500.000.000
80 1000000000 i ] [ 10.000.000.000
3081 5000010000 0| o 0 5000000000
3882 174.050.000 000 0| 0] o 174.050.000 000
283 03650060500 0 0 L 103.650.000.000)
3084 14.500.000.000 0| 0] ol 14 500 000 00|
3085 36000000000 0 0 g 35.000.000.000
3885 5000000000 0 o L 1.000.000.000
3087 56.400.000.000 0 o o 58.400.000.000
3838 13.000.000.000| 0 0] o 13.000,000,000|
89 237 550,000,000 0 0 9 297 650,800 000)
3830 51000.000.000| 0| 0] o £.000.000.000|
3801 50.000.000.000) 0 0 1) 58000 006.000|
3682 87 350,000,000 0 0 0f 87.350.000.000/
Juenish It 1.577 330,075 000) 0 0 0| 1.577.330.075.000|

5500000900 T8ITI 00 73577000000
3

PAFVR VA PIAIAT A ICRIH §BIC 0 WS Eals 0400
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LAMPIRAN I1/4-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

@

AT PERMINTAANPEMBAVAR,
el 1 23.42:20

mmor 041
e (LS)

Jenls Pemtayeren : (1) Pengetuaran Angparsn

TDepatemeniLa + GADAN NASIONAL PERANGGULANGAN BENCANA (103) 7 Fegiatan Pembinaan Adminisirasi dan Pengelolaan Keuangan BNPB
2Unit Organisasi : BADAN NASIOH ANGEULANGAN BENCANA (01)
3 Kantor/3, 1 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (548521)

8 Kode K : 3874

§ Kode Fungsi, ;030201
4 Lokasi : DRIJAKARTA (01) $ Fungsi, Frogram
5 Tempal + KOTA JAVARTA PUSAT (51) ’
Al + JAKARTAPUERT 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KF) Kantor Pusat

Rapada

YN, Pejabat Penanda Tangan Sural Perintah Membayar
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

@ KOTA JAKARTA PUSAT

Bercasarkan DIPA Nomar : DIPA-103.01.1.648521/2013, 05-12-2012, barsama ini kami zjukan permintaan pembayaran sebagal berikut :
©Rp. 139.860.000
((**seratus 6oa puluh sembian jula delapan ratus enam puluh fibu rupiah*** )

1. Jlamiah pembayaran yang dimintakan

2. Untuk keperluan

3, Jervs Belanja

4. Mas Nema

5. Alamat

6. Mempunyai rekening

7. Homor dan Tanggal SPK Kontrak

Pertemuzn (Full

DKI Jakania sesuai SPK No.Pbj 12/LPJ-12/ROKEUSETTAMA/BNPE/12/2013 Tgl 17-12-2013, BAST Pekerjaan
No.BAST.24/Js/Ses/Rokeu 1212013 Tgl 22-12-2013 dan BAP No.Pbj 13P.J-1 ZROKEUSETTAMABNPE 22013 Tgi 23-12.2013

: BELANJA BARANG
: BANGUN CEMARA HOTEL PT
+ Kec Menteng Kel Gondangdia JL Cemara No 1 Jakarta 10350 Indonesia

Bank BCA KCP Sabang
nemor rekening : 0753027553

+ POJ.121LPJ-12IROKEUSETTAMABN, 17-12-2013

LPJ Bulan Desember dan AFS TA. 2013 BNPS di Jakarta, Prep.

8. Milai SPK/Kontrak Rp. 138.680.000
5. Dengen penjelasen
No |1 KEGIATANIOUTPUTIMAX PAGU SPRISPM §.0. PP INI JUMLAH 5.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPAISKPA YANG LALU SPPINT
11 SEMUA KCDE KEGIATAN DALAM DIPA {Re) Py ) 0 Fa)
3874 001. 524114 21000.850.000) 1.622.890,000) 136850000 1.762.750.000) 238.130.000
Jumiahl 000.860.000) 890.000) 133.860.000) 1.762.750.00 232.130.00)
i |SEMUAREGIATAN
3873 10178:237.000) 0 [ of 10.178.237.000
3874 28.288.807.000) 4,535,597 800 135.860.000) 4675457800 23613.345.200
3875 13.549.126.000 0 0 0| 13.649.126.000§
3876 26.257.187.000) 0 0 o 28.257.187.000)
3877 345.076.717.000| 1] 0 9 345.076.717.000]
as78 34.295.041.000) 8 o 0 34.206.041.000)
ar 4.135.996.00¢ o o 0 4.135.436.000
3380 4105703000 o ° 0 4:105.703.600
3381 4.266.299.000 6 - o 0 4.366.292.000
3382 37.471.746.000) 0 0 0 I ATLT: 0|
3883 109.909.624.000 0 0 0 108.909,624.009
£ 4.045.818.235,000, 0 9 of 106521623500
3885 13.008.026.000 o o 0 13.008,025.000
3805 5624,349,000 o o 0 5£84.3¢5.000
387 £8.100.315.000 o o 0 68.100,315.000)
3388 10.504.218.000 0 g o 10.504,218.000)
3888 410.381.724.000) o q 0 410.364,724.000)
3880 4.514.622.000 0 0 0 4.514.622.000
3831 778.849.442.000) o o [ 778.849.442.000)
| 832 22.634.062.000 o of o
Fumlan I 520.250.69 000 4.535.557.600 130,660,000 4675.457600)
e

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA [348521)
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LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAFTAR RINCIAN PERNMINTAAN PEMBAYARAN o - T . -

3 CepateswryLambazs | BNPB REIN s D
T Unk Omamsasi L ta1] 1 ElUHHL
3 Letadt ! Bk Fusa jo181] 5 ragann
© fatier B 1¢a521] Faga S DA £ Fodn Quputdin b sipus
5 Mamat 2,16 H, Rinda N, 26 Ra. + o Tahun Asggesn
10 Suan
i BLIATI PENGELUARAN
Ho | TAREGAL sl Kaar
WRUT)  HDWDR BUKT MAK yong SEayaran
HERIUKIAN o Rp.

ok 817 1ed (i)

PR SPP Sebebum il a1as beban Sub Keglatan Inl

(il 2.2, 5PP il atax bakan S Koy -l

AT 1A KU PRngguls? Mg
Teikat Te mbiiat Knsritmicer . 4
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LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

KEMENTERIAN :  (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT KERJA : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SATUAN KERJA % (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI R e
LOKASI . . -

NO KEG/OUT/PUT AKUN KEGIATAN/SUB SISA DANA VOLUME HARGA JUMLAH
KEGIATAN/JENIS YANG SATUAN
BELANJA/RINCIAN | DIMINTAKAN
BELANJA TUP
Jakarta, ....coviveie0000.201

Sekretaris Utama

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
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LAMPIRAN V

PERATURAN KEFALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)
SEKRETARIAT UTAMA
JALAN Ir. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA PUSAT 10210

TELEPON (021) 344 2734, 3443078. 345 8400 FAXIMILE (021) 350 5075, 3519737, 3458500
SITUS : hitpliww.bnpb.go.id

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN
Nomor: xxx

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar

Rp...ccevvevvenne...(dengan huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

2. Jabatan . Sekretaris Utama BNPB Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja :  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (xxxxx)

4. Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)

5. Unit Organisasi Badan Nasicnal Penanggulangan Bencana (01)

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP} tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu
1 (satu) bulan;

2. Jumlah Tambahan Uang Pesediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus
dilakukan dengan pembayaran langsung;

3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1
{satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali
pembayaran Uang Persediaan (UP) / Transito,

4. Pencairan pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas dana
Tambahan Uang Persediaan (TUP) di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa
Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
ISR, B . . /

Sekretaris Utama
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. oo
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LAMPIRAN VI/1-2

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Jakarta, 00000000000
Nomor i
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUF)

Kepada Yth

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
di

Jakarta

1. Dasar:
a. DIPA BNPB Nomor: DIPA-103.01.1.648521/20xx tanggal xx Desember oo, tanggal
XIOOROCOKOKK;
b. Peraturan Menteri Keuangan Momor 120/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara,Pasal 48 ayat (3);
PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
khususnya Pasal 6 ayat (4).

[+

2. Berdasarkan pada butir 1 diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) DIPA BNPB Tahun 2Oxx telah dialokasikan dana untuk kegiatan Rutin sebagai dukungan
dana pembiayaan Tugas dan Fungsi serta Dana Siap Pakai (DSP/Oncall) Penanggulangan
Bencana yang terjadi di wilayah nusantara yang sifatnya mendesak dan kedaruratan;

2) Sehubungan dengan bencana di Provinsi:xooooono, oo, 0000, dan daerah lainnya di
seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya segera
mendapatkan pertolongan, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana dimaksud, kamimengajukan permchonan TUP dana DSPfon calkebesar
Rpoox 300 300¢.200¢xx(terbilang  30000000000000000000000¢x)  guna  kesiapan ketersediaan
dana yang memadai,mohon kiranya dapat dipenuhi dalam waktu dekat.

Adapun rincian penggunaan dana serta saldo rekening sebagaimana terlampir.
Demikian, atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan);

2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;

4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala KPPN Jakarta IV,
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LAMPIRAN VII

FERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAFATAN
DAN

BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (ENPB)
DENGAN
RIS R 0 L ] R ————————————

NOMOR : /BNPB/XX/20XX
NOMOR L KXKIKKKX KK IBPBD/20XX

TENTANG

BANTUAN DANA SIAP PAKAI
UNTUK PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH PROVINSI ...
TAHUN 20xx

Pada hari ini, ........ tanggal ........ bulan ...... tahun ................ bertempat di Jakarta,
yang bertanda ta ngan di bawah ini :

IR (' F- 11 4 - F— - Sekretaris Utama Badan MNasional
Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan MNasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang
berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 36
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. (Nama.........cccusrneeennnan) @ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi ... dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi ... yang
berkedudukan di Jalan ..., Provinsi ... yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan
secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyetujui membantu pembiayaan kegiatan dalam rangka
penanganan siaga darurat banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar
Rpx.oocoocooxx (dengan huraf) kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya sebesar Rpx.oocxxx.xxx,00
{dengan huruf) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme
penata usahaan keuangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sekaligus (1 tahap), yang
pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomaor: DIPA-000x0.x.648521/20xx
tanggal ................ 20xx (revisi ke-xx, tanggal .... 20xx).

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan siaga
darurat bencana banjir pada ... Kabupaten/Kota yang berpotensi rawan banjir,
yaitu Kabupaten ..., ................ di wilayah Provinsi ....

5. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabiltas dana tersebut dan sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit
penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah.

6. PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DSP agar sesuai
dengan aturan yang berlaku.

7. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa
Giro melalui mekanisme yang berlaku.

8. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan siaga
darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
DSP diterima kepada PIHAK KESATU.

9. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan
melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

10. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK
KEDUA bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai
yang cukup oleh PARA PIHAK.

Demikian PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama ini pada hari,

tanggal, bulan, dan tahun di Jakarta seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
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LAMPIEAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGCGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor :  /DSP-103/DE-II/BNPB/x/20xx

Pada hari ini ..ccccoeeee tanggal bulan tahun ....... yang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NEME B osmmmmmssommesmssmemsmss
Jabatan: ...

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa:

Dana Siap Pakai sebesar: Rpx.xxx.xxx.xxx,00
(dengan huruf)

Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir di \Wilayah Provinsi ....
Tahun 20xx.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Pelaksana BPBD Sekretaris Utama
Provinsi ........ccoccoeeeeiiin. BNPB

Catatan:

1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi
dengan sumber dana lainnya.

2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah status keadaan darurat berakhir.

3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke Bendahara Pengeluaran BNPB dan
bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban.

4. Penggunaan dana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
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LAMPIRAN 1X
PERATURAN KEPALA BADAN
« NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Badan
(BNPE)
KWITANSI
Sudah terima dari : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar : Rp. 2.631.400.000,00
Terbilang ¢ Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Reitus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Dalam Rangka Pencnganan Slaga Darurat 1 3unung Api di Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2013
SETUJU DIBAYAR LUNAS PADA TANGGAL
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Penanganan Darurat Bendahara Pengeluaran Yang menerima
& B g B Komals ARAD
Provinsi Sulawesi Utara
I Tri Budliarto, M.SL Wi L Matken
NIP. 19571101 198502 1 002 NIP, 19810216 201012 1 001 Irdip. 19571006 198203 1 009
Bodan
(BNFPB)
KWITANSI
Sudah terima dari ¢ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar : Rp. 2.631.400.000,00
Terbilang ; Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Reatus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat «Sunung Apl di Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2013
SETUJU DIBAYAR LUMNAS PADA TANGGAL 0
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Penanganan Darurat Bendahara Pengeluaran Yang menerima,
EaER FHPE Kepala BPED

Provinsi Sulawesi Utara
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1. Nomor dan Tanggal DIPA
2. Kode Kegiatan/Output/Akun

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Perusahaan

5. NPWP Perusahaan

6. Alamat Perusahaan

7. Nilal Kentrak

8. Uraian dan Volume Pekerjaan
9. CaraPembayaran

10. langka Waktu Pelaksanaan

11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
12. Jangka Waktu Pemeliharaan

13, Ketentuan Sanksi

Catatan :

Apabila terjadi addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
Dengan perubahannya

94

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RINGKASAN KONTRAK / SPK

DIPA-103.01.648521/20%x tanggal ... 20xx  {Revisl .
tanggal e 20%x)

O KKK X0

Phij.xx/LPI-x/ROKEU/SETTAMA/BNPB/x/20xx tanggal .......... 20xx
PT xxx

0K 000 X000 KKK

Rp 00 {de hurufy

Pekerjaan paket Pertemuan (Full Board Meeting) Kegiatan
Penyusunan LPJ Bulan ....... dan AFS TA. 20xx BNPB di ........,
Provinsi ..........

Langsung melalui KPPN Jakarta IV setelah berita acara

pembayaran ke 3, dengan Nomor
Rekening. a.n
Mulai tanggal .....5.d. e eeeeen. 2000

snssarsmssaras s O LT N

Untuk setiap keterlambatan dikenakan denda 1 permil dari
biaya pekerjaan pemborongan untuk setiap keterlambatan.

Jakarta, ......ooocoeieeenny 20XX
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Keuangan,
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DAFTAR NOMINATIF PELIABAT YANG MELAKUKAN PERIALANAN DINAS

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KODE MATA ANGGARAN

TANGGAL

TANGGAL TOTAL BIAYA
UANG | REPRESENTAS!

HARIAN JLAIN-LAIN)

103.01.01.3672.004.002.012.5 24113

FRANREEDR

103.01.01.3874.004.002.0125 24119

103.01.01.367%,004.002.012.5 24115

1030101 3874004 002.0125 24118

103 01.01.3574.004 002012524112

103.01.01.387¢.004.002.012.524113

103.01.01. 3974004 002.012.5 24118

1030101 3474004 002.0125 24115

JumiaH

Bandstara Pengekuarsn Pembantu:
Bira Keuangan

W

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Keuangan BNPB:

[ ]
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LAMPIRAN XII/1-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
£ NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAHN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
i  SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 05-08-2013 Nomor : 02166/648521/1X/2013

| fuass Bendaharz Umuim Negarz, Kanter Pelayanan Perbendaharasn Negara JAKARTA IV (333)

Agar meldkukan pembayaran sejumlzh Rp, 102.873.600,-

FEXCERATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS TUIUH PULUH TIGA RIBU EMAM RATUS RUPIAH+*+

Cara Bayer: | 2 |Girol

Tehun A

wenangan  Mams Sa
BADAN [NA AL PENANGGULANGAN BENCAMA

2 TAHUN 2002

Ne. DIPA-103.01.1.048521/2013
L 05-12-2012 (REVISI VII Tanggal
16-07-2013)

Fungsi, Sub Fungsi, 8A, Unit Es.], Program
03 02 103 01 05
Kegiatan, Qutput, Lokasi

3886 co2 01.51

Jenis Pembayaran g Pengeiuzan Anggaran
Sifst Pembayaran T3 Penggantian UP (GUPY
Sumber Danz f Cera Penariken 01.0 REJRM
PENGELUARAN B POTONGAN
Jenis Belanja " JumlahiUang . . | BAUsitlokAkun.Satker Jumizh Uang
52 102,873.609,-
= '
Jumiah Pengelusran 102.873.600,~ Jumilah Potongan
A ) £p. 102:873.000, §
Kepada + BENDAHAIA PENGELUARAN BNPE BA 103 JL IR H JUANDA NO.36 KEBOH KELAPA KEL JAKARTA PUSAT G

JAKARTA PUS
NPwWP T GR. 734.0-074.000
Aekening 5 0329-01-003392-30+6 (BENDAHARA PENGELUARAN BNPB BA 103)
BankfPos 1 BANK BRL.CABANG JAKARTA VETERAN

Uraign : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanje Barang.pada Satker Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (GNPB) baglan Direktorat Penanganan Pengungsi

IAKARTA, 5 SEPTEMBER 2013
An. Kuasa Pengguna Anggaran
jabat Penanda Tangan SPM

cleh Pejzbat
1= Kebonsran perhitzngan dahi sl yang tertuang diam S

i Sri Sgbarningsih, S.503
210 463 870 0-2 166 CNIP. 1858111719A5032001

e _eann
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LAMPIRAN XII/2-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

* NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

[ |

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAR BENCAMNA
i SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : ©4-09-20i3 Nomor $02337/648521/TX/2013
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendasharaan Negaia JAKARTA IV {133}
Agar $ n pemegyaran sej Rp. ¢;- )
R THTL e

Tonis SPM: | 05 |« r s
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
KEPPRES NO:42 TAHUN 2002 648521 KP

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

=
W
o
>

1 (01) DIPAND. DIPA-103.01.1.648521/2013
TANGGAL 65-12-2012 (REVISI VII Tahggal
16-07-2013) Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.], Program

o3 02 103 01 01
Keglatan, Output, Lojast
3878 006  01.51
Jenis Pembayaran T Pengefuaran Anggaran
bayaran @ 16 Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
na / Cara Penarikan : 01.0 RM /RM
- PENGELUARAMN POTONGAN
Jumish Uang BA.Unit.Lok Akun.Satker Jumlah Uang

21.063.500,~ | 103.01.01.51.815111.648521 23.063.600,-

Jumlah Pengeluaran 21.053.600,~ Jumizh Potongan

Rp.

: Bandahara Umum Negara untuk diby

aukan seperiunya -

HEWP 1 00.251.734:0-074.000
Pekening - ()
Bank/Pas -

: Fertanggungjaweben tambahan uang persedizen untuk keperfuan Belanja Perjzlanan Lainnya pada Satker Badan
tasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Pusat Pendidikan dan Pelatinan PB

JAKARTA, 4 SEPTEMBER 2013
iy Aun. Kuasa Pengguna Anggaren
- Pejabat Penanda Tangan SPM

#ti pongefiaranyeng Cisshkan Pejabat Pernbuat Komili
- Hi wrtuk diskukan o

et lisier

 Kehenaran pe

SPH i fmenjadi tangguns
Jjawab Pejaba

Sri Sabarningsih, S.50s
NIP. 195811171985032001

_ = P —
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LAMPIRAN XI1/3-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

. NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN MASIONAL PENAMGEULANGAN BENCANA
i SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 04-09-2013  Nomor : 02139/648521/IX/2013
Kuasa Bzndahara Umum Negara, Kanlgr Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA IV {133)
gar kan pembayaran sejumiah Rp. 12.193.500
FEDUABE AS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIGU LIMA RATUS RUPTAH¥ =

Juails SPM | 07| LANGSUNG Cara bayer: | 2 Talin Anggaran : 2813
Dasar Pembayaran Satker  Kewenzngan Hame Satker
YEPPRES NO.42 TRHUN 2802 648521 P BADAN MASIONAL PEHANGGULANGAN BENCANA

(D1) RIPANG. DIPA-103.01.1.64852174013
TANGGAL 05-12+2012 (REVISE VII Tanggal

16-07-2013) Fungsw, Sub Fungsi, BA, Unit Es.], Program
103 01
Kegmtz.m, Qutput, Lokasi
2882 0oL 0L51
Jenis Pembayaran L | Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran £ Pembayaran Langsung (LS}
Sumber Dana / Care-Penarikan 010 RM/RM -
PENGELUARAN i o . POTONGAN .
| JomeBelanja__ Jumish Uang - BA.Unit.Lok.Akun Satier Jurplah Yang
52 12.183.500, i
i
Jumlah Pengaluzran 12,193,500, Juinlah Potongan
——— : S -
Rp. 12.193.500,-
Kepada : BENDAMARA PENGELUARAN BMRG BA 103 JL IR HIJUANDA HO.30 KEBON KELAPA KEL JAKARTA PUSAT GAMBIR
JAKARTA PUS
NPT  00.251.734.0-074.000
Relening @ 0325-01-003342-30-6 (BENDMAIARA PENGELUARSH BNPB BA 103)
Bank/Pos @ BANK BRI CABANG JAKARTA VETERAN
Urelan : Pembayaran blaya perjalanan dines stas nama Ferry Irawan sesual Suraf Tugas No. ST

A40/6NER/DIt.Siap/D.1/08/2013 tanggal 11 Agustus 2012

JAKARTH, 4 SEPTEMBER 2013
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pajabat Penanda Tahgan 5PM

= Senwe bukli-bulii pengeluaran yang disahksn Pemba' Pembust Kariren eleh
dufs dan divgalokan Rl porspratan untul: dilekulen pemiapean Ses
Bebon APEH, sclasutaps bui-Lukt] pﬂ\,‘ddalm digeakead dissmpan can
ditalaisahakas oleh Fejabal Fenandatangan SR,

. Keh;agrar peditungan dan ki $iind tartyang dolam S i menjadi Gamagng

sizat Fenandatapgan

Qi

286 528 719 Ov& 139

Sri Szherningsih; 5.505
WIP. 1656111712§5032001
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LAMPIRAN XII/4-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

L

BADAN MASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA
i SURAT PERINTAM MEMBAYAR
o Tanggasl:05-09-2013 Nomor: D2160/648521/IX/2013
Huasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendabarsan Megara JAKARTA TV (133}
fAgar melakukan pembayaran sefumiah Rp. 148 834 363,-

*“*+SERATUS FMPAT PULUM DELAPAN JUTA SEMEILAN RATUS DUA PULUK EMPAT RIBU TIGA RATUS EMAM PULUH
TIGA RUPLAH ==

Jenis SRtz | 07 [LANGSUNG v2r:] 2 |Giro Bank Tahun Anggaran : 2013 |
Casar Pembayarsn Satker  Kewenzngan ama Satker
HEPPRES N0.42 TARUN 2002 648521 HP BADAN NASIOMAL PENANGGULANGAN BERCANA

(01) DIPANG. DIPA-103.01. 64852172013
TANGGAL C5-12-2012 (REVISI VII Tanggal

16072013} Fungsi, Sub Fungsl, 84, Unit E.L, Program
03 02 03 0t 05
ICegiatan, Qutput, Lokasi
38ES 001 015
Jenis Pembayaran = & Pangetuaran Anggaran
Sifet Pembayaran : 4 Pembayarsn Langsung (LS)
Sumber Dana  Cara Penarikan + 010 RM/RM
PENGELUARAN POTONGAN .
. Jeris Belanja Jurmnlish Uang. B Unit ok Akun Satker - Jumishlang |
52 ) 167.160.000,- | 015.01.01.5L.411)74 562800 3.033.
015.04,01,51,4L3231. 909509 15156
'
Jumlah Pengeluaran 167 164,000~ Jumiah Poton: 18.235.637,-

Kepada = WIDYA WACAKA, PT RK Kranggan Pormai Blok RTOE/G9 :Jat‘lsnn:;mma - Jatizampurna

NPWP 1 20.059:153.1-432.000

|Rekoning  : 520-08-00033-3 (WIDYA WACANA, FT),

BankfPos  : Bank DK-Cap Oibubur Times Square

Uraian i Pemblayaran Pekerjaan Keglatan Partisipdsi Pameran Dukungan P Kelompok Ts Bancana Dalam
Rangka Pendampingan Elanomi D Vidlayah Paccabencana Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Mo.
Fr DAIBE5PRLAPPEO.II/BNPE/VITI 2012 Lol 02-08-2013, Jaminan Uang Muka No, 01,1108, 13.0002420, Niai
Jaminan : Ap. 167.160.000~, BAP No. BAP.04/UM.04/3885/Pke 4/R#-0 TTT/BMPE/NIIL /2013 tyl 16-08-2013

- Strms babtidihdi pengeluaran vang Shesbian Pelabat Pembiat Kamiimes FAFRRTA, 5 SEFTEMBER 2013
i dah tingacaksn mamanuh| parsyeraizn umLk dizkuan

beban AFBN, SIS BISSH DL poligliann Jimaisid AT, _Kué\sa Pet\_ggulT!a N‘QQBI’BB

arsEsphekanoich Fojbat Penand:tangan STH. Pegjabat Penanda Tangan 5P
& Kebenaran pertifungan dzn f5 yang tertuang daiam SE4 i manjac tangoung

javiat Peiabat Bonandstangsn SPH,

1%?1@%&%%”}{5% ; f Sri Sabamingslh, S.505
334 644 30- 216 0 i NIP. 195813171985032001

- i e
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LAMPIRAN XIII/ 1-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

‘ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERJANIIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
BADAN NASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG ’
KEGIATAN PEMGUATAN KELEMBAGAAN
BIDANG KESTAPSIAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : SPKO.51/BNPB/03/2013
NOMOR  : SPKO.900/245/BPED.NTB/III/2013

Padz har ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas,
berternpat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ir. Medi Herlianto, CES, MM o

JABATAN : Direktur Kesiapsiagaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Kesiapsiagaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan
Bencana yang berkedudukan 11, Ir. H Juanda Nomar 36 - Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU. i

NAMA, * e, Bachruding M.Pd

JABATAN : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
MNusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Il Dr. Soedjono Uingkar
Selatan, Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagal PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sclanjutnya disebut PARA PIHAK menyepakati
hal-hal yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:




Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan berupa Kegiatan
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Daerah untuk kegiatan Penyusunan .
Rencana Kontinjensi, dan Geladi Penanggulangan Bencana.

(2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan merupakan kegiatan
yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (DIPA BNPB) Tahun Anggaran 2013 Nomor:
103.01.1.648521/2012 dalam rangka pencegahan dan  kesiapsiagaan
penanggulangan bencana.

(3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Dasrah Provinsi merupakan kegiatan dalam
rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, schagal pengalihan
dari PIMAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, vang dalam pengelolaannya
dilaksanakan melalul mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBHN),

{4) Dana Kegiatan Penguatan Kc.mhaanﬁ Bidang Kesiapsiagaan digunakan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi
Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Daerzh dan Petunjuk Pelzksanaan Keglatan
Penguatar I(ot‘,mljam?n Tehun 2013 yang ditetapkan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Benca

Pasal 2
SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

(1) Anggaran Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan bersumber
dari DIPA BNPB Tzhun Anggaran 2013 Nomor: 103.01.1,648521/2012

(2) Jumlah anggaran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh
sebasar Rp. 562.167.000,- (Lima Ratus Enam PGluh Satu Juta Enam Ratus Enam
Puluh Tujuh Ribu Ruplall}, dengan rinclan:
a. Penyusunan Rencana Kontinjensi sebesar Rp. 257.062.000,-
b, Geladi Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 304.605.000,-

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Tata cara pembayaran dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang
Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2013 mengacu pada Mekanisme Pembayaran
Langsung (LS)

(2) Pencairan anggaran akan dilakukan melalui KPPN IV ke Bank Rakyat Indonesia
(BRI) Cabang Mataram dengan nomor rekening: 0052-01-001233-30-4 etas
nama Penguatan Kelembagaan BPBD Prov. NTB.

(3) Prases pembayaran secara langsung tersebut pada ayat (1) dan (2) uniuk ke-
dua kegiatan yaitu Penyusunan Rencana  Kontinjensi, dan  Gelad
Penanggulangan Bencana
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(1) PIHAK KESATU
a.

b.

Pasal 4
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Memproses pencairan dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang
Kesiapsiagaan dari KPPN JAKARTA 1V kepada Penguatan Kelembagaan
BPBD Prov. NTB.

Melaksanakan pemantauan dan  evaluasi terhadap pelaksanaan dan
pengelolaan dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesiapsiagaan
yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA :

a.
b.

—

Melakukan penatausahaan kas atas dana vang dikelola.

Melaksanakan seluruh pekerjaan Kegiatan Penguatan Kelembagzan Bidang
Kesiapsiagaan yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Teknis
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Daerzh dan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tahun 2013,

Bertanagung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan Pasal 2
ayat (2) dalam Perjanjian Kerjzsama ini dan peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan anggaran. ' '
Menyampaikan rencana penarikan  dana setiap  bulan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7. : )
Menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan bulanan, triwulan,
semester dan -laporan akhir atas penggunazn dana Kegiatan Fasifitasi
Penguatan Kapasitas Kesiansiagaan Daerah Tahun 2013 kepada PIHAK
KESATU. .

Mencatat parolehan barang yang berasal dari realisasi penggunaan dana
kegiatan Kegiatan Fasilitas Penguatan Kapasitas Kesiapsiagzan Dazrah
Tahun 2013 dan melaporkan daftar tersebut kepada PIHAK KESATU,
sebagai bahan panyusunan Barang Milik Negara.

- Menjamin akuntabilitas penggunadn dana tersebut dan bersedia secara

terbuka untuk diaudit oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal
Pemerintah.

. Pasal 5
MEKANISME PENGELOLAAN DANA

(1) Atas usulan PIHAK KEDUA, Sekretaris Utama/salaku KPA atas nama Kepzla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan seorang Penangguinig
Jawab Operasional Kegiatan Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf
Pengelola Kevangan sebaga pengelola keuangan,
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Penanggung Jawab Operdsional Kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Badan Penangaulangan Bencana Daerah Nusa
Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerjesama inl berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal
ditandatangani sampal dengan tanggal 31 Desember 2013+

* Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-
masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK pade hari, tanggal dan tshun vyang telah
disebutkan diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mastinya.

PIHACRE s,

Pl
B

Ir M_ED}AEELIAN"T'éi@m 4

Mengetahui,
Deputi Bidang . Sekretaris Utama BNPB
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Selaku KuasaPengouna Anggaran

—

Ir. SUGENG TRIUTOMO, DESS Ir. FATCHUL HADI, Dipl, HE
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULARGAN BENCANA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Ciedung Ortliz S5 58 TANAH ABANG I Hu. 37 —Jalarta 10128
Toln, (0213350 2353 & 344 3079 — Fax L (0213 30D 2391
Fhice.: bripis

e Brifgh i

RINGKASAN
SURAT PERIANIIAN KERJASAMA OPERASIONAL ( SPKQL

1 . Homordan Tangaal DIPA

2 Kode kegiatan/OuiputfAkun

3 . Mamor SPKO

4 . Nama Instansi (PTHAK PERTAMAY

5 . Nama Instansi (PIHAK KEDUA)

& . Mama Penerima Bantuan (Pada Rekening)

7 HPWP Instansi
fMlamat Instansi

9 . Nema Instensi (RIHAK KEDUA)-Pada NPWP

10 . Hilai SPRO

11, Uraian dan Voluma Pekerjaan

12 . Cara Pembayaran

12 . Jangka Wakiu Pelaksanaan

14 . Tanggal Penyelesaian Pekerjzan
15 . Jangka Wakiu Pemelitizraan
16 . Ketentuan Sanksi

“Atatan .

1 N. DR Spedjono Lingkes

: RO

: DIPA-102.01.1.648521/2013 Tanggal § Dasember 2012,

Rewisi VI Tangaal 20 Juni 2013

: 3882.002,521211; 3852.002.524119 ; 3882.002.521213;

3882.002.522151; 3882.002.524119; 3882.002.521219;
3082,002.524113;3882.002.522141;3832.002.522191

1 SPKO. 51/BNPB/03/2013 dan igmor: SPO.

SPEO.O00/245/EPBD.NTE/II/2013 7 tanggal 20 Maret
2013

: Badan Masional Pananggulangan Bencana (BNPB)
: BPBD Provinsi Mus% Tenggara Barat

: Penguatan Kelembagasn BPED Prov, NTE  QQ

j atan, Mataram,Mataram
ot Ampenan Mataram Kot { sesuai rekening koran )
+ JLDR Sosjong Llngkar\S'e\atan » Jempang
Baru,Sekarbelz, Kota Mataram { sesual NPWP )

: Bend. Pengeluaran BPED WTB

562,167,008 -
Lirres Ratus'Enam Pulish Dua Juta Seratus Enam Puiult
Tujul: Ribu Rupizh

- 3882.002.521211  sebesar 48,955,000
- 3882.002.524114 sebesar  Rp 80,830,000
- 3582.002.521213  sehesar  Rp 15,420,000
-3882.002.522151  scbesar  Rp 21,000,000
- 3862.002.524119 sebesar  Rp 209,652,000
- 3882.002.521219 sebesar Rp 50,350,000
- 3887.002.524113 sehesar  Ro 90,000,000
- 3882.002.522141 szhesar Rip 24,460,000
- 3882,002.522191 sobesar  Rp 12,500,000

: Pembayaran keglatan Penguatan Kelembagaan Bidang

Kesiapsiagaan TA 2013 Pade BREDProv NTB

- Langsyng rickslid KPP Jakarta 1V setelah BAP ke Bank

BRI Kantar Cabang Malsram dengan nomar rekening: £
00000052-01-001233-30-9 alas nama  Penguatan a
Kelembagzan BPED Prov NTB  QQ untuk rincian ©

- 3862.002 522181 Ep 12,500,000

sahesar

: Mulai tgl 20 Maret sfd 31 Desember 2013 (287 ard}
1 31 Desember 2013

Jakarta, 1 Juli 2013
a.n. Kuasa Pengguna ‘nguyéﬂ?
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LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

‘ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN MASION

IBL PERAHGGULANGAN BENCamm =

- DEPUTE BIDANG PENGEGAHAR DAN KESIARSIA GAAN

P Goduag Dadhs 351 TANAR ABANG H 0,97 = sakatz 10120
el fangEee s
piay

BERITA ACARA PEMBAYARAN
HEGIATAM FASILYTASE PENGUATAN HAPASITAS KESIAPSIAGALN DAERAH

o BA SR NTB/D -GS a0e3 b

3
Padz tari Sonin, tanggal Dua Puluh Lima, butan Maret, tahun Duz Ribu Tiga Balas, yang beranda tangan dibawah
i

; Ir. Medi Herlianto, CESS, MM
Jabalan F ! Fejabat Pembuat Kemitmen Diredomt Keslapsiagaan

- dalam hat inlbartindak untuk dan atas nama BUPE selaniutnye disehut PIHAK FERTAMA

Hema i H. Dawis, 5. Sos
* Iakaban 5 FIOI Kegialan Penguatan Kapasitas APED Proginsi NTE
TTAlsmEE. - 1 J. r. Soediono Lin Solatan, Mataram

dpizmy il Ind bertindaX onluk dan atas nams BPOD Propins fiyss Tenggara Barat yang selanjutmya disstit BIHAK
HEDUA, ¢

i meneriv dana Gart FIMAK PERTAMA unti Dars Feslitas Py Kapusitas kesh
Fitsss Tenaoar Bzret Takun 2013 sebasir

R SRR e

FOEG Lime Belue Bren Belub Duz Juts Seratue Ennra Puleh Tujul Rive Rupleh

kegiztan, oltpat, akun sebage! berliut:
211

1604012, 53921 sebesar Rp. aBgsso0n o
«3SNLIOM0ET. SR s‘ra‘b('__r,zr ReA e ER, 239,000 v/
- 32002008052 521213 sabesar Rp 15,420,000 o
~SUBLOORO04012, 522161 sebisar Ra. 31,000,000 o
= 3382002.004.012. 525119 sehesar fp. 208,652,000 v
- 3882.002.004.012, 521218 sebesar Rp. 50,350,000 s
~3BEZ002004.012. 524413 :ehesa:r Rp. $0,000000 o,
—se'rg*-z:?}e.ﬂm.nzz. 522141 sebags fp, 0000
- 3BFLOO2004.012, 522101 selusar' Rp, 12,500,000

&
‘Denilen Barite Amara ink Gibust witui vapat o hagaimana

PIHAK PERTAA

e .m;ﬂ.@(, CESS, MM}
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

£ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

AT PERNYAYAAN TAKGEUNG JAWAR BELANTA
NOMORE §0329/SPTB) 6485210 1-Ditsiap/ VIL/ 2013

L Knde Satean Ker 1 B85 % 3 2
2. Hara Satean Faria ¢ BADRN NASICNAL PENANGGLULARGAN BERCANS

3. Tapggal dan No. CIPA i DIPA-103.01.0648521/2013 Tangpal 5 Deserpar 2002, Revisi vi Tanggal 20 Junk 2013

4. Fiasifikas Arggeizn i DMOL06.3RE2002.5212

Yang bertands 1angan ¢ Lawahiint atas nama Kuasa Peeggena Angoaran Satuas Kerja Badas Nash

patangan Bencand (BNPB) menyatokan batn seya benanggung

Javea secasa fonngl dan msterial dor: Rakendsus preiiunian pamengiaan faje 2ie I ezl ke parina icen dalem 5904 I dangan parindan
sebagal ekl i
! i t
o RKUN | PENERIMA URAIAM JUMLAH Palak yang dipunga
i . PPN PP
T
1 | 52i211 | Penguatan Kelembagane BPED  [Prcibieyaren kegisien Peaguaras £eimbagnae Bidera fip 45355000 | Ko - | ¥
Frov, NT8 QO Keviapsianaen TA 7613 Padn BEGD frew HTH sasusi fangen Sural
Keputisan Kensla BNRS lomor. 81b Tatun 2043 targgal 25
Fabruzd 2013
Jalas DR Soedjons Unghar Selamn
(Mataram -
IHomram et

Ampenza Mataiam Kot

lapke B Kaoigr Cabang Matzeam  |dan Suret Penpanjian Korpsan
|dangan nocnor rdening: 0080005 2-01+| 31 ENPRIOI2513 dan Nemo:
0123304 atas o Pangualan  (saagoel 26 Mandt 7043, serla
[Fetemimagaan BREO Frov, TR G |0, BAKIH-HER/DL-BUPT

PP £ 0B 145.5-011 202 L ' ' - Ay 2o "

. . =

Jumiah

Rp 45955006 [Rp C - lmp

Bukti-buks pengzhusran etggece dan 3sh setoran pajak (S5P/RPN] Lerscbut & ateg esimpsn il Peraoune AnGonsan/KIRss Pengimnp Anggsren untele kefsagkapan pdmdsIees
dia pecieriksann sparst pangsmasan fumgsicne, .

Demikian et parryataan i dibust dingan cebonamya,
- Jekarte, 11 bl M3,

Ir. jedi Horlian , e

(P I8510718 100!



LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

£ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERINTAH BAYAR (SPB;J')

KEMENTERIAN/LEMBAGA...
EHCTOHET FER i siviuis st bennitess snsnvanssansmuns ri sibcnmensspt
SURAT PERINTAH BAYAR
NEYmoe o moac Tanggal t i
Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Pejabat pembuat Komitmen
memerintahkan Bendahar Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
agar  melakukan  pembayaran sgjumlahl  Rpe.ociniinn.
Lo R, | +
T A s vt e Mo e A it N
TR CEEREIATEN T ool i ninbiobesl orsobobomses s g oot Fo R S
Alas dasar:
1. Kuitansi/bukti pembelian 2
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/buktl lainnya :
Dibebanlean pada: .
Kegiatan, outpus, MAK @ .......... . I
K ., 2 Rsideesossssessuesssuoes
, .

< - S|
Setuju /lunas Diteritha; 1angEat... .. il iais i ol |
dibayar, tanggal........ a.n Kuasa Penpima

i Anggaran P
BR/BFP | Penerima H'mv/ UMK | Pejabat Pembuat Komitmen
1
Nema Jelas s | Nama Jelus
NIP/NRP NIP/NRP Nama Jelas
NIP/NRP .




300, No.300 108

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(KOP SURAT BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.............. , menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan
dalam usulan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana di Provinsi/Kabupaten/Kota..................

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

PPK BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota....

(Nama Jelas)
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LAMPIRAN XIX

2014, No.300

PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PEANTATARN TENGOUN VAR TELAKIA

OO, 0205 P TB/RA 3 ceh T szt f o)

:

W Tanggilitis, Gt
4, i bggare

© DIPAIOG0NLEIRIZL20T

Y et

+ LA 50

tamatthas babing

Hun.

R

FERERMA

WRLLAR

gL

Pa[a% yurg dipsng

T

sk

BEAD fAtis LIS FLNGHS BPED ACIH TuaAN

.

-

™

423 Taleun 2003

. TERCAN KAn,
o ek £ G083 -ILD0ITI0-106

.

Banfc: FT. BR1ERNTOR CALANG TAXEMGDN
I : 0505 600 8 11 0000

Tanggal B Gemtmbar
=

i

TSR

L1

2151034000,

Birekta

hikarta, 30 Revamber 2043

Pajatiat Pesban embimen
ral das Futingtatee Fk
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LAMPIRAN XX

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN FERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK

PAKET PEKERJAAN ...ccovvriirinniiniinins
NOMOR : .
Pada hari ini, .............. tanggal ........bulan ......... tahun ............. kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
I.  MNama

Jabatan : Direktur PT ..o

Il.  Nama

Jabatan : SE (sife engineer)
lll. Nama

Jabatan :PJOK Bidang ..........cccccce..e.
IV. Nama

Jabatan : Kepala Dinas ................ Prov/Kab/Kota ...._...

Telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan kemajuan pekerjaan sesuai kontrak No........
tanggal.......... Paket pekerjaan ............................. dengan hasil:

1. Rencana bulan ....
2. Realisasi fisik
3. Deviasi ..o %

(%)

%

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya

Mengetahui,
Kepala dinas...... PJOK Bidang ... Supervisi Pelaksana
Prow/Kab./Kota...... ProviKab./Kota...... Site Enginer Direktur PT.........
Paket....

{Nama Jelas (Nama Jelas) {Nama Jelas) {Nama Jelas)
Kepala SKPD) 1] | S ————
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LAMPIRAN XXI

FERATURAN KEFALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN FENGELOLAAN
DAN PERTANGGQUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: .o
Pada hari ini, .............. tanggal ........bulan ........... tahun .............. kami yang bertanda tangan di
bawah ini
I Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV ..o,
Yang didirikan dengan Akta Notaris/Keputusan ....... Nomor ... tanggal .......
Alamat Kantor
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Il Nama :
Jabatan : PPK Daerah ProvinsifKabupaten/Kota .............coo...
Berdasarkan SK .......... Nomor ........ tanggal ..............
Alamat Kantor

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor ... .o tahun
2. Surat Perjanjian Nomor .......... = .. tahun .............
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Nomor......... tanggal ...

bulan....... tahun.......

Dengan ini menyatakan PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah selesai 100% untuk:

1. Pekerjaan
2. Lokasi

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut
beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
(Nama Jelas) (Mama Jelas PPK)

Direktur ........covevenn . 11 R ———————
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LAMPIRAN XXII/1-2
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

B NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

. Unit Organisasi Eselon I

. Satuan Kerja

Kegiatan/Output
. Lokasi

‘Akun dan Uraian Pengembalian ;

Jumlah Setoran

Dengan Huraf |

2
3
4. Fungsi/Subfungsi/Program:
5
[

. KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORAN _
y DITJEN PERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN BELANJA LEMBAR -1
KPPN (SSPB) Untuk
................. 1) . BENDAHARA PENGELUARAN
KE REKENING KAS NEGARANOMOR £ cevvssosssseessssssseesssssessssssassssssssmasssmassoseeessssssseersssssssessessssmmntifisssinnsens )
A LNpwPWajibsewoBend : | | [ [ T T T T TTTTTITT]®
2oNama WaIB.SEIOLBEn 4 <5waiarsmmetarsbisbsved thebbes dives e ClIFToAh LU AT e buoss s Spanses 6)
3: Alamat V)]
. B. 1: Kementerian/Lembaga k B

PERHATIAN Untuk Keperluan ;
" Bacalah dahulu pemnjuk pengi'sian : ; 17)
formulir SSPB pada halaman belakang
lembar ini
g |, st | - 1 Diterima Olgh:
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO -
h £TT L D N . . |
JSR: SRV Y . " L et 203
1] 1A S ererannes 200 Tanda Tangan ...
NamaTerang” = i S osns
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LAMPIRAN XXI11/2-2

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

el ig';:g‘é‘.‘ﬁ“ﬁﬁﬁ"‘“' SURAT SETORAN tember- 1
5 L BUKAN PAJAK untk
vy B : (SSBP) WAJIS SETOR/BENDAHARR,
ED:] ---------------- A) PENERIA
Nomor ... e
T Tanggal......
KE REKENING KASNEGARANOMOR : . 4)
A 1. NPWP Wajib Setor/Bend = : 1 I i 1 ! i ! _r I . 1 : } } : l | JJ
2. Nama Wajib Setor/Bend ' - 5 o e 6)
. 3. Alamat 7
B_L K'ementefimﬂ.embaga )
2. Unit Organisasi Eselon T - 9
3. Satuan Kerja y i | l i | 10)
4. Fungsi/Subfungsi/Program : i ! ; H I H l | 1 . 1 11)
5. Kegiatan/Subkegiatan H | 1 “ i | : i | 12)
6. Lokasi : CAFSE S SRR o) e 133
C. MAP dan Uraian Penerimaan : m ......................... iy semvinisots. A
D. - Jumlah Setoran -+ :Rp. 15)
Dengen Huruf
E. Surai Penagihan (SEN) :ﬁ;;;;_or .......... PN e St VB Taoeea] « sl
Atau Surat Pemindahan ‘ e e :
. Penagihan Piutang Negara = : KPPN .--
(SP3N)
PERHATIAN
: ) ; ! Untuk Keperluan ;
Bacalah dehuly petunjuk pengisian e
formulir 33BP.pada halaman belakang Wi
lembar ini,
: Ditarima Oleh: -
. BANK PERSEPSIKANTOR POS DAN GIRO
21} 22) 11 N S S T MY ..
23) Tanda Tangan 26)
NIP, .. 24) Nama Terang 27)
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LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

J NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Ke:;nsmemu KEUANGAN R, SURAT..,_SETORAN PAJAK-.. 4 : i
AL kit el B . (S S P) 51 : '.Uul'uk Arsip WP

oy AN AT VN I

Difst sesuai dengan Nomor Pokok Wajh Pajak yang dinlTikl
WANEATE . % ciisenviecspuoiyesh e e T A
ALAMAT WP: g A

NOP :
Diisi sesinai dengan Nomor Objek Pajak .
ALAMAT OP:

Kode Akun Pajak Kode Jenis Sctoran Uralan Pembayaran :

IJ T e | l Ly L

: Masa Pajak _ Tahun Pajak
Jan | Peb | Mar [ Apr [ Mei | Jun | Jul [ Ags | Scp | Okt | Nop | Des
B R S DA O S P O 0 W it Ll T IV P08, B
Leri fanda sitang (i) pada Lolow bulan, xaxnm'«l'ruw'm;-nm’a.ummu wntivk masa jang berkenass 2 Biisi nr.f-lﬁm Ierniangliya pajok

Nomor Keielapan E fo 1] A [)"

IR

Dish scsuni Nomor Keietapun : ST8 SKPED pan SKPEET

g aWled

TJumiah Pemb avaran : x

wores DT déngan ripiah penak

~ Terbilang .
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajuk/Penyetor
Tanggal ..commmmmniismmmns: Tgl
Cap dan sanda tangan ;  Cop duvsgmide ungan
Nama Jelas : | Nama Jelas :

* Torima Kasih Tetah Métabayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa™
Ruang Validusi iantor Penerima Pembayaraw

F2.0.32.01
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA REKONSILIASI BP - BPP
Nomor : BA - /BP - BPP/K.BEN/ROKEU/x/20%x

Pada hari ini tanggal ..o bulan tahun , telah
diselenggarakan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) Biro Keuangan atas pembukuan BP dengan BPP terhadap penerimaan UP/TUP,SPM
GU UP/TUP,GU Nihil, dan SPM LS atas pembiayaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari DIPA
BA 103 Tahun Anggaran ....

BPP telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

{LPJ-BPP), sebagai bahan rekonsiliasi berupa:

1. LPJBPPbulan.....
BKU bulan ....
BP Kas Tunai bulan ....
BP LS bulan ...
BP UP/TUP bulan ....
BP Pajak bulan ....
BP Lainnya bulan ....
Berita Acara Pemerikasaan Kas dan Register Penutupan Kas bulan ...

Lol

Selanjutnya berdasarkan data tersebut, BP menyediakan data transaksi dan Realisasi Saldo
PK yang ada di BPP untuk dicocokkan dengan BP-BPP terkait.
Rekonsiliasi ini dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data
dengan hasil sebagai berikut:
1. Persekot Kerja.
Tidak terdapat perbedaan saldo PK antara BP dengan data BPP.
2. Pertanggung jawaban keuangan/SPJ.
Tidak terdapat perbedaan SPJ antara BP dengan data BPP.
3. Penyetoran UP/TUP.
Tidak terdapat perbedaan Pengembalian Belanja dan setoran lainya antara BP dengan data
BPP.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bendahara Pengeluaran BPF Biro Keuangan

NIP...

Mengetahui,
Kabag Perbendaharaan
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN PERTANGGLINGIAWEBAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIRO KEUANGAN
Bulan: Agustus 2013

Departemen Lembaga {103) BNPB Tanggal/No. SK Pengangkatan
Unit Organisasi {103) BNPB 1. BPP : 27 Desember 2012
Propinsi/kab/Kota 01)  DKlJakarta 268 Tahun 2012
Satuan Kerja (648521 BNPB 2. Pejabat Pembuat Komitmen : 27 Desember 2012
Alamat dan Tlp. Jl I, H. Juanda Ne. 36 268 Tahun 2012
Jakarta Pusat Tahun Anggaran 12013
Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp, 371.505.000
dan nomor bukti terakhir nomor: 2673 ROKEU 8/2013
Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(1) (2} (3) 4] (5) 16]
A, |BP Kas dan UM Perjadin 371.505.000
1. BP Kas (kas tunai dan bank) 21.469.800 742.418 850 700.792.050 63.096.600
2. BP Uang Muka 214.052.950 361.706.400 267.350.950 308.408.400
B. |BP Selain Kas dan UM Perjadin 371.505.000
1. BPUP *) 235.522.750 450.453.050 314.470.800 371.505.000
Belanja MA......
- Belanja MA .
Belanja MA ......
= Pengemballian sisa UP
2. BP LS-Bdh 168.481.650 168.481.650
Pembayaran atas LS-Bdh - -
Setoran atas LS-Bdh - -
3. BP Pajak = 18.865.837 18.865.837
4. BP Lain-lain = - -

*} Jumlah pengurangan sudah termasuk kultans! UP yang belum di SPP kan sebesar RP 0,-

Il. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai Rp. 4.566,400
2. Uang direkening bank Rp. 58.530.200 (+)
3. Jumiah kas Rp.
I Selisih Kas
1. Saldo akhir BP kas (L.A. 1 kol 6) Rp. 63.096.600
2. Jumlah kas {11.3) Ap. 63.096.600 (-]
3, Selisih kas Rp.

IV. Penjelasan selisih [1.3 (apabila ada):

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Keuangan

Irawan Wisnoebroto, SE
NIP. 19530926 198003 1 001

(terlampir salinan rekening koran)
63.096.600

Jakarta, 30 Agustus 2013

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Keuangan

Saini, SAP
NIP. 19860516 200501 2 001
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KEFALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA REKONSILIASI
LPJ BP DAN BPP BNPB
JANUARI 20xx

Pada han i, tanggal ......bulan .....tahun ....... telah diselenggarakan rekonsibast mternal data
antara Data Bendahara Pengeluaran (LPJ, Buku Kas Umum, dan lain-lain) dengan Petugas Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan

hasil sebagai berikut:
1. Saldo kas dan Bank pada LPJ dan BKU Bendahara Pengeluaran.
Tidak terdapat perbedaan antara data Bendahara Pengeluaran dengan data UAKPA.
2. Saldo Kas dan Bank pada UAKPA.
Tidak terdapat perbedaan antara data UAKPA dengan data Bendahara Pengeluaran.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran Petugas UAKPA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Mengetahui,
Kabag Perbendaharaan Kabag Verifikasi dan Akuntansi
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LAMPIRAN XXVIIf1-2

FERATURAN KEFALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA 1V

BERITA ACARA REKONSILIASI
No. BA -398/WPB.XIL/ KP.0440/2013

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kode 103.01.648521)
vang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Jakarta IV (Kode 133), vang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum

Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan
rekonsiliasi berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Januari 20xx.

2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Januan 20xx.

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Januari 20xx.

4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Januari 20xx.

pada tanggal ... bulan Februari tahun .....

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan laporan
Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
vang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi ini  dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses
pencocokan data dengan hasil yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi.
Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa bendahara Umum Negara Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
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LAMPIRAN XXVII/2-2

PERATURAN KEFALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor BA-........W PBAZ/KP.0440/20xx
Tanggal ;

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

Kaode Satker : 103.01.648521
Nartna Satker . BNPB
MNornor DIPA . DIPA-103.01 1. 648521200
Tanggal DIPA
1. PAGU ANGGARAN BELANJA
« SA Rproroonooso0ao0aeoo
= SAU REGOHGO000000G006000
Selisih RPXXEEOOEONNL

Penjelasan : Sama

2. ESTIMASI PENDAPATAN
s SAU Rponoonconacoaeaaent
Selisih Rpiootoono0so0a006600t.
Penjelasan ' Sama

3. LAPORAN REALISASI BELANJA
= SAU Rpracaoonoonooaoneao
Selisih RENOEOOC00C00C00CE00L
Penjelasan : Sama

4. MUTASI UANG PERSEDIAAN
=  SAU R poaoonoonooooneaon
Selisih REXEOGEOGGN
Penjelasan : Sama

5. LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NONPAJAK
e SAU  RpOcooneonoccooeoot
Selisih Rpoonoocoonooconeeno:
Penjelasan | Sama

6. LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
s SAU Rponoonoonoooaaont
Selisih RENOOSOOG00000G00GG00
Penjelasan : Sama

7. LAPORAMN REALISASI PFK
«  SAU Rpr6aoonooso0ao0aeoo

Selisih REXEOOEOOEIOONGEON
Penjelasan : Sama

8. KAS BENDAHARAN PENGELUARAN

«  SAl RpX 0000000
= SAU  REXOneeoonoOeoonont
Selisih R pOoaoonoonooooneaon

Penjelasan ! Sama

Catatan: Perbedaan pada Rekonsiliasi PNEP dan Pengembalian Belaja dikarenakan
setoran dilakukan di luar bank persepsi mitra kerja KPPN Jakarta |V dan updale perbaikan
setaran pengembalian belanja dilakukan pada bulan ...

a.n.Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi V erifikasi dan Akuntansi
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LAMPIRAN XXVIII/1-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANCGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL FENANGGULANGAN BENCANA

Jakarta, JOCOCOOONXK 20%X
B.  /BNPB/x/20xx
1 (satu) berkas
Laporan Realisasi Anggaran
Bulan: .....coieees 20xx.

Kepada Yth
Direktur Jenderal Anggaran
C.q. Direktur Anggaran I
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal
00 Desember 20xx Nomor DIPA - 103.01-1.648521/20xx revisi ke-xx
tanggal xx oo 201x Kode Satuan Kerja: 648521 (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana), bersama ini disampaikan Laporan Realisasi
Anggaran Tahun 201x untuk bulan xocooee 20xx sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sekretaris Utama,

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan);
2. Para Deputi di lingkungan BNPB;

3. Inspektorat Utama BNPB;

4. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
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REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN XXVIII/2-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN xxxx

DARI TANGGAL > x00000¢ 20008 sd TANGGAL XX X00XXXX XXXX

KODE SATKER/ DANA DALAM e TR A
FUNGSI/SUB FUNGS1/ URAIAN SATKER / KEGIATAN [ SUB KEGIATAN DIPA o TASE KETERANGAN
| PROGRAM/KEGIATAN = (Rp.) {Rp.) (Rp.)
i F] 3 4 5=(3-4] 6=(4:3) 7
— BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SP. Nomor : DIPA - 103.01-0/2013 Tanggal 05/12/2012 o
103.01.01(3873 - 376+3876) | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS N— —— —— %
TEKNIS LAINNYA BNFE
103.01.02 ( 3877 ) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BNPB 00000000 H0CO0000C FOCHKNNA, o
103.00.03 (3879 - 3680) oA AN AKUNTABILITAS — o—— ¥0000000¢ %
APARATUR ENPB
103.01.06 (3881 - 3893)  |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ¥0000000¢ 00000008 000000t £

e, Boatn T

Jakarta, xx ROOOOKRKE KXEK.
BADAN NASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA

AHOOOOOOOCOOKN,

NIP. Mo00000e 100000t 3 X000



LAMPIRAN XXVIII/3-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REKAPITULAST ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ( BNPB)
SURAT PENGESAHAN DIPA NOMOR : DIPA -103.01-0/20.. TANGGAL ..
KOMULATIF SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 3000000 poxx

122

PAGU DIPA REALISASI SPMGU,
NOMOR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN AWAL LS & SPJ DIFINITIF SISA DANA % TASE KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) nﬂm‘.
ﬂ i z 3 a Z= 6=(4:3) =7
648521 [BADAN NASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1 SETTAMA, BNPB: e = 13000000
* BIRO HUKUM DAN KERJASAMA (3873) HOODDO000 4] 00000000 | HOCODODOL
* BIRD KEUANGAN (3874) HOOOIO000K - HOOOOB000C | H0COO000L
* BIRO PERENCANAAN (3B75) = BOODO0OKK 0 0O6G0000CC | 10000000C
* BIRO UMUM (3878) TXXFOVOCN 0 OCOORO0CC | 300000000
* BIRO UMUM (3877) HOBOO0COCO! o TOCOO000KK | J0000000K
2 PUSDIKLAT, BNPB (3878) OO0 [} JO000000CC | 30000000¢
3 IRTAMA, BNPE (3870-3880) L 30600000¢
™ INSPEKTORAT I (3879} HOOB00000CK [1] J0OCOOD00CE | 30000000
* INSPEKTORAT 11 (3880) 0ODOO0OCOC 0 HOC00K00CC | 30000000¢
4 DEP. BID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN o 300000000
* DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN (3882) 0000000 0 HO0OOD00CC | J0COOAD0K
* DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PRB (3887) HODO00GN. o HOOOO0000K | OO0
* DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (3552) 30000000 0 300000000 | 30000000¢
5 DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT 0 300000000
* DIREKTORAT BANTUAN DARURAT (3881) 00BEOBOCN 0 00000000 | 10000000¢
* DIREKTORAT PERBAIKAN DARURAT (3890) THHXAHOOOCN, 0 000000000¢ | 30000000
* DIREKTORAT TANGGAP DARURAT(3891) P . 000000000 | 30000000
6 DEPUTL BID. REHABILITASI & REKONSTRUKS] L} R
* DIREKTORAT PRASARANA FISIK (3884) H000D000COK 0 000000000¢ | 300000000
* DIREKTORAT SOSIAL EKONOMI (3885) HHOROCOCEX 0 HOCOOO00 | 30000000
# DIREKTORAT PENANGANAMN PENGUNGSI (3886) HOODBOCOK 0 HXCCKAROK | 300000000
* DIT. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (3B88) JO00B0C000C 0 HHTOONC | 00000000
7 DEPUTI_BIDANG LOGISTIK & PERALATAN 9 30000000C
* DIREKTORAT LOGISITIK (3883} 000D 0 H0OCOOD00C | J0GO0D00L
* DIREKTORAT PERALATAN (3889) HWOOC0SOCO 0 oS Sponno
8 PUSDATINHUMAS BNPB {3893) U000 [1] OCOOX0CH | I0000B00C
TOTAL H0OOI0B0CK
==

300, No.300

Jakarta, 304 20000000( X000
BADAN NASIOMAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Keuangan,

INIP. 300000000 X00000¢ X 2000
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PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
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